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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ix 
 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
x 
 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
 ِ  ‎ Kasrah I I 
 ُ  ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Anis Hidayati, NIM 132111025, “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM 
EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH 
DI BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA”. 
Mura>bah}ahmerupakan akad jual beli yang sifatnya transparan, dimana 
penjual harus menyebutkan harga pokok barang tersebut beserta keuntungan yang 
diambilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme 
akad pembiayaan mura>bah}ah di BMT Kube Colomadu Sejahtera beserta 
tinjauannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penalaran 
induktif, yang menjelaskan tentang mekanisme akad pembiayaan mura>bah}ahdi 
BMT Kube Colomadu Sejahtera. Data yang diperoleh yakni data-data berupa 
wawancara dan data dokumen dari BMT Kube Colomadu Sejahtera. Kemudian 
menjelaskannya dalam bentuk uraian kata-kata bukan berupa angka yang 
selanjutnya dipaparkan dalam bentuk laporan yang bersifat analisis. 
Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa hasil bahwa akad 
pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera sebagian 
besar sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, 
mengenai cara pelunasan bagi anggota yang mengalami kredit macet tidak sesuai 
dengan pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pelunasan dapat 
dilakukan dengan cara menjual obyek jaminan bukan obyek akad untuk 
menghindari resiko. Karena obyek akad bisa berupa barang yang mudah habis 
(misalnya: sembako untuk menambah modal usaha). 
 
Kata kunci: akad, pembiayaan mura>bah}ah.  
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ABSTRACT 
 
Anis Hidayati, NIM 132111025, “REVIEW OF THE ECONOMIC 
ECONOMIC COMPILATION ON THE ACCOUNT OF MURA>BAH}AH IN 
BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA”. 
Mura>bah}ah is a trading contract that is transparent, where the seller should 
mention the cost of goods and their profits. This study aims to find out how the 
mechanism of mura>bah}ah financing in BMT Kube Colomadu Sejahtera and its 
review in the Compilation of Islamic Economic Law. 
This study uses qualitative descriptive method with inductive reasoning, 
which explains about the mechanism of financing agreement mura>bah}ah in BMT 
Kube Colomadu Sejahtera. The data obtained are data in the form of interviews 
and document data from BMT Kube Colomadu Sejahtera. Then explain it in the 
form of a description of words not a number which is further described in the 
form of reports that are analytical. 
From this research, the researcher found some result that the financing 
contract of mura>bah}ahin KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera mostly have 
complied with Compilation of Islamic Economic Law. However, on the way of 
repayment for members experiencing bad credit does not comply with articles 
129, 130, 131 Compilation of Islamic Economic Law. Repayment can be done by 
selling the guarantee object rather than the contract object to avoid risk. Because 
the object of the contract can be goods that are easily depleted (for example: 
sembako to increase business capital). 
 
Keywords: akad, mura>bah}ah financing. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah 
umat muslim. Maka tidak heran jika di Indonesia terdapat banyak instansi 
yang berbau unsur-unsur islami. Contohnya: madra>sah, kementrian agama, 
lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya. 
Sejak awal 70’an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki 
bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai 
alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem 
ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi.
1
 
Kemudian pada awal 80’an, diskusi mengenai bank syariah sebagai 
pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus 
untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 
menyelenggarakan Lokarkarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, 
Bogor, Jawa Barat. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada 
Musyawarah Nasional IV MUI yaitu dibentuknya kelompok kerja untuk 
mendirikan bank Islam di Indonesia.
2
 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank Islam pertama di 
Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai 
                                                          
1
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 2004), hlm. 7. 
2
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
2001), hlm. 25. 
2 
 
beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.
3
 Kehadiran perbankan berfungsi 
melayani masyarakat di daerah perdesaan atau pinggiran, atau bisa dikenal 
dengan rural banking. Di Indonesia, rural banking diakomondasikan dalam 
bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS).
4
 
Tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga 
keuangan bank maupun Non-bank yang bersifat formal dan beroperasi di 
pedesaan, selama ini tidak menjangkau lapisan masyarakat dari golongan 
ekonomi menengah ke bawah. Hal ini yang menimbulkan lahirnya lembaga 
Non-formal seperti renternir dengan menggunakan suku bunga yang tinggi. 
Untuk menanggulangi kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang 
mampu menjadi jalan tengah.
5
 Maka lahirlah lembaga-lembaga simpan 
pinjam dan pembiayaan yang disebut KSPPS Baitul Ma>l wa Tamwil (BMT). 
Baitul Mal wal Tamwil adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya 
berintikan bayt al-ma>l wa al-tamwildengan kegiatan mengembangkan usaha-
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 
pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan 
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
6
 
Sedangkan dalam Kamus Ekonomi Islam, Bait al Mal wa at-Tamwil 
adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi 
masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah yang terdiri dari dua sitilah, 
                                                          
3
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank...., hlm. 25. 
4
 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 
hlm. 197 
5
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.8 
6
 Muhammad, Lembaga Ekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 59. 
3 
 
bait al-mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran 
dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan bait at-
tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
7
 
Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah 
satu multipiler efect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi 
dan keuangan bank syariah. Lembaga keuangan mikro ini lebih dekat dengan 
masyarakat bawah (grass root).
8
 
Salah satu fungsi dari adanya BMT ialah untuk menghimpun dan 
menyalurkan dana dari pemilik dana kemudian disalurkan kepada pihak yang 
membutuhkan dana melalui akad pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan 
dari BMT ialah pembiayaan mura>bah}ah. 
Mura>bah}ah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (profit) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
9
 
Dari pengertian tersebut perlu ditekankan bahwa penjual harus bersifat 
transparan tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah 
keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam beberapa kitab 
fikih disebutkan bahwa akad mura>bah}ahmerupakan jual beli yang bersifat 
amanah, yang mana akad tersebut berbeda dengan jual beli musawwamah 
(tawar menawar).
10
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Akad murabahah ini termasuk jenis akad pembiayaan yang menjadi 
produk unggulan di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT. Sampai 
pada tahun 2017, mura>bah}ah masih menjadi produk yang dicari oleh 
masyarakat menengah terutama para pengusaha mikro untuk melanjutkan 
usaha mereka agar tetap berjalan dan tidak terancam gulung tikar. 
Di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, produk mura>bah}ah 
termasuk produk yang paling banyak diminati oleh nasabah, mulai dari untuk 
pembelian barang elektronik, kendaraan, bahkan barang-barang untuk 
menambah modal usaha.
11
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera terletak di 
wilayah strategis dengan lingkungan masyarakat menengah dan terdapat 
banyak usaha mikro seperti toko kelontong, laundry, dan lain sebagainya. 
Sehingga kehadiran BMT tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan 
perekonomian masyarakat setempat. 
Namun, sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, tentunya 
dalam pelaksanaannya BMT haruslah mengikuti aturan-aturan dan kaidah-
kaidah yang sesuai sebagai acuan untuk menjalankan amanah sebagai 
lembaga kuangan yang sehat dan bersih dari segala penyimpangan. Salah satu 
aturan yang dapat menjadi acuan tersebut ialah Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah (KHES). 
KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (perma) 
No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kehadiran 
KHES dipandang sebagai kelanjutan proses positivasi hukum Islam dalam 
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 Wahyu Setyorini, Manager, Wawancara Pribadi, 16 Oktober 2017, jam 10.00-11.00 
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sistem Indonesia. Selain itu, KHES ditujukan sebagai pegangan bagi hakim 
peradilan agama  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 
memberikan harapan semakin mengecilnya  ruang disparitas putusan 
pengadilan. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan 
peraturan yang sudah ada, misalnya fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).
12
 
Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana 
pelaksanaan akad pembiayaan di KSPPS BMT Kube Colomadu sejahtera, 
apakah sesuai dengan KHES. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan 
judul “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN MURA<BAH}AH DI BMT KUBE 
COLOMADU SEJAHTERA”untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan sistem 
murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera, apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan syariat Islam atau sebaliknya. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mekanismeakad pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT 
Kube Colomadu Sejahtera? 
2. Apakah penerapan akad pembiayaan  mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah? 
 
 
                                                          
12
 Majalah Peradilan Agama Edisi 8, Surpus Gagasan dan Meruah Inspirasi, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id 
6 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akad pembiayaan mura>bah}ah  di 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak: 
1. Secara Teoritis 
a. Untuk memberikan sumbangsih dalam memperkaya h}azanah ilmu 
pengetahuan khususnya dibidang wacana tentang sistem pembiayaan 
murabahah. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penelitian 
yang sejenis diwaktu mendatang. 
2. Secara Praktis 
a. Memberikan wacana kepada penulis maupun pembaca, khususnya 
kepada masyarakat yang terkait dalam pembiayaan mura>bah}ah. 
b. Menjadi pertimbangan dan masukan kepada pihak terkait dalam 
mengkaji pembiayaan mura>bah}ah di BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. 
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E. Kerangka Teori 
Kata kompilasiberasal dari kata compile yang artinya menyusun, 
mengumpulkan dan menghimpun.
13
 Kata bendanya adalah compilation yang 
artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. 
Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 
Arab al-h}ukmyang berarti aturan (rule), putusan (judgement) atau ketetapan 
(provision).
14
 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan 
“menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya”.15 
Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, 
Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 
oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum 
dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil 
menurut prinsip syariah.
16
 
KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) merupakan dasar hukum 
ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan 
perma no 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan 
diadakannya KHES tidak lain sebagai pedoman para hakim di Pengadilan 
Agama untuk memutuskan perkara-perkara sengketa ekonomi syariah. 
Dalam KHES, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 
dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 
                                                          
13
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1993), h. 132.  
14
Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia, terj. 
Ahmad Sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2006), h. 305. 
15
HA Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 
1997), h. 571. 
16
 Lihat pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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hukum tertentu.
17
 Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh 
Mardani
18
, akad adalah  
“suatu suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 
dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 
objeknya”. 
Mura>bah}ah merupakan salah satu jenis penyaluran dana dari bank 
syariah yang mempergunakan prinsip jual beli.
19
 Secara singkat, definisi 
mura>bah}ah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan 
dan keuntungan (profit) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini 
merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam 
murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang 
ingin diperoleh).
20
 
Adapun mura>bah}ah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan 
barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up 
atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik mura>bah}ah adalah 
bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian 
produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 
(cost) tersebut.
21
 
Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah 
Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mura>bah}ah adalah 
                                                          
17
 Lihat pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 
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menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
22
 Sedangkan 
dalam PSAK No. 102 menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi 
Mura>bah}ah, yang dimaksud dengan mura>bah}ah adalah akad jual beli barang 
dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 
disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut 
kepada pembeli.
23
 
Sedangkan dalam KHES Mura>bah}ah adalah “pembiayaan saling 
menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang 
membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 
pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan 
keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan 
secara tunai atau angsur”.24 
 
Dari beberapa definisi diatas telah ditegaskan bahwa mura>bah}ah 
adalah jual beli yang sangat transparan. Dimana sang penjual terbuka tentang 
harga asli barang tersebut dan kemudian dari kedua belah pihak menyepakati 
berapa keuntungan yang boleh diambil oleh penjual. 
Namun, jual beli ini berbeda dengan jual beli tawar menawar 
(musawwamah). Letak perbedaaannya yaitu pada jual beli musawwamah 
penjual tidak menyebutkan harga asli barang yang menjadi objek jual beli. 
Maka dari itu, jual beli mura>bah}ah sering disebut jual beli yang bersifat 
amanah. Maksud dari jual beli yang bersifat amanah yaitu jual beli yang 
dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah 
                                                          
22
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 
84/DSNMUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah 
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pihak.
25
Dalam hal ini penjual dituntut untuk amanah ketika menyampaikan 
harga kulakan, sehingga bisa meyakinkan pembeli. 
Tidak ada acuan secara langsung dalam al-Qur’an maupun al-Hadist 
mengenai jual beli mura>bah}ah, akan tetapi para ulama Islam seperti Malik 
dan Syafi’i secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, 
namun tidak menyebutkan referensi hadis yang jelas.
26
 
Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penerapan jual beli 
murabahah sebagai berikut:  
 ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت َْنأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم(29 ) 
Artinya : 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-
harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 
perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 
diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. 
(Q.S. An-Nisa: 29).
27
 
Syarat murabahah
28
: 
1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
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 Mardani, Hukum...., hlm. 124.  
27
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3. Kontrak harus bebas dari riba. 
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian. 
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk 
memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui 
khazanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh 
kepastian orisinalitas dari tema yang akan dibahas. 
Pembahasan tentang pembiayaan murabahah bukanlah hal yang asing 
lagi khususnya di fakultas syari’ah. Namun sepengamatan penulis, belum ada 
pembahasan tentang pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera. Meski demikian, penyusun dapat menemukan beberapa 
karya ilmiah yang hampir serupa dengan judul yang diangkat oleh penulis, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
Tesis dengan judul “Pelaksanaan Sistem Jual Beli Mura>bah}ah di BMT 
Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali” tahun 2017 oleh Munir, IAIN 
Surakarta. Penelitian ini membahas tentang studi komparasi tentang sistem 
jual beli murabahah antara BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang 
Boyolali, kemudian di implementasikan ke dalam kitab-kitab fikih klasik. 
12 
 
Tesis dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Dana, Promosi dan 
Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Baitul Mal wa Tamwil Kube 
Sejahtera Surakarta” tahun 2017 oleh Suranto, IAIN Surakarta. Dalam 
penelitian ini terfokus pada pengaruh sistem pengelolaan, pelayanan serta 
promosi BMT terhadap loyalitas nasabah. 
Skripsi dengan judul “Strategi Penyalesaian Pembiaayaan Bermasalah 
pada Pembiayaan Mura>bah}ah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera)” tahun 2016 oleh Anis Mufarrihah Nurrosyidah, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini terfokus pada upaya-upaya 
strategi peneyelesaian sengketa pada nasabah-nasabah yang melakukan 
wanprestasi pada akad pembiayaan mura>bah}ah. 
Skripsi dengan judul “Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan 
Mura>bah}ah: Studi Kasus di BPRS Dana Mulia Surakarta” tahun 2017 oleh Sri 
Mulyani, IAIN Surakarta. Dalam penilitian ini penulis lebih terfokus pada 
berapa banyak denda yang akan dikenakan kepada nasabah yang melakukan 
keterlambatan membayar prestasi serta penerapannya.  
Dari ketiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian 
yang akan peneliti lakukan. dalam penelitian ini, penulis akan 
mendeskripsikan sistem pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera, kemudian akan mengimplementasikannya ke dalam 
teori hukum Islam, khususnya KHES. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan 
(field research), yaitu mengumpulkan data yang dilakukan peneliti di 
tempat terjadinya segala sesuatu yang diteliti. Ide pentingnya adalah 
bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan 
tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
29
 
2. Sumber data 
Sumber data adalah segala keterangan atau informasi yang 
berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Untuk memudahkan 
dalam identifikasi sumber data, penulis mengklasifiksikan sumber data 
tersebut menjadi dua jenis, yaitu: 
a. Sumber data primer 
Yang dimaksud sumber data primer yaitu data penelitian 
langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.
30
 
Adapun yang menjadi sumber data primer disini adalah segala data-
data dan informasi yang diperoleh dari BMT Kube Colomadu 
Sejahtera. 
b. Sumber data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 
kedua. Dalam kata lain, sumber data sekunder merupakan sumber 
                                                          
29
 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2012), hlm. 26. 
30
Bambang Sanggona,Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), hlm 36. 
14 
 
data yang dapat dijadikan sebagai penunjang data primer. Sumber 
data sekunder dalam penelitian ini ialah data-data, buku-buku, 
majalah, transkip, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. 
 
3. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera yang beralamat di jl. Adi Sumarmo No. 200 Gawanan kec. 
Colomadu kab. Karanganyar. 
4. Teknik pengumpulan data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu sendiri.
31
 Adapun dalam 
penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan manager 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera beserta staff-staff yang 
dibutuhkan untuk menggali sumber informasi. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu teknik data yang dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 
tertulis, gambar maupun elektronik.32 Dokumen yang diperlukan 
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 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. revisi, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2012), hlm. 186. 
32
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 206. 
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berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, seperti brosur, data 
dan dokumen-dokumen di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
 
5. Teknik analisis data 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Penulis 
akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data 
yang valid kemudian di analisis menggunakan pola pikir induktif. 
Maksud dari induktif ialah cara berfikir yang berangkat dari fakta yang 
khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang sifatnya umum. Yaitu 
diambil dari fakta yang ada kemudian setelah itu diuraikan berdasarkan 
teori-teori yang sudah ada sebagai acuan untuk menganalisis. Adapun 
dalam menganalisis data, penulis menggunakan KHES (Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah). 
 
6. Sistematika Penelitian 
Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan 
memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan 
disusun sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan untuk mengantarkan 
pembahasan secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
16 
 
Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang tinjauan 
umum tentang akad pembiayaan mura>bah}ah. Bagian pertama membahas 
tentang akad yang meliputi: pengertian akad, rukun dan syarat akad, 
berakhirnya akad. Bagian kedua membahas tentang pembiayaan yang 
meliputi: penegertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, unsur-unsur 
pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. Bagian ketiga yaitu membaha 
tentang murabahah yang meliputi: pengertian mura>bah}ah, dasar hukum 
mura>bah}ah, jenis-jenis mura>bah}ah, sistem mura>bah}ah, dan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah tentang mura>bah}ah. 
Bab ketiga adalah deskripsi data penelitian yang berisi tentang 
gambaran umum KSPPS BMT Kube Colomadu yang berisi tentang profil 
BMT Kube Colomadu Sejahtera, visi dan misi, struktur organisasi, 
produk-produk, mekanisme akad pembiayaan mura>bah}ah, hak dan 
kewajiban, pembagian hasil, penyelesaian sengketa. 
Bab keempat adalah analisis. Bab ini beisi tentang analisis 
implementasi pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari 
pembahsan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANGAKAD PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH 
 
A. Akad 
1. Pengertian Akad 
Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab  ُدْقَعلا : ََدقَع ُرَدْصَم( ج
 ُ  ُْقُع)  yang artinya perjanjian (yang tercatat), kontrak.1 Sedangkan secara 
istilah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah 
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2
 
Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Mardani, 
akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang 
dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 
objeknya.
3
 
Sedangkan menurut Prof. Dr. Rahmad Syafe’i, definisi akad 
dibagi dua, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Defini akad secara 
umum yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang 
pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual 
beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi akad secara khusus yaitu 
                                                          
1
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), hlm. 953. 
2
 Lihat pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
3
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 
52. 
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perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan 
syara’ yang berdampak pada objeknya.4 
 
2. Rukun dan Syarat Akad 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah disebutkan 
beberapa rukun dan syarat akad, diantaranya yaitu: 
a. Rukun Akad 
 Rukun akad terdapat pada pasal 22 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, yaitu:
5
 
1) Pihak-pihak yang berakad, 
2) Obyek akad, 
3) Tujuan/pokok akad, 
4) Kesepakatan. 
b. Syarat Akad 
Syarat-syarat akad terdapat pada pasal 23, 24, dan 25 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang terdiri dari:
6
 
Pasal 23 
a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok 
orang, persekutuan, atau badan usaha. 
b) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. 
 
Pasal 24 
a) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 
dibutuhkan oleh masing-masing pihak. 
b) Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat 
diserahterimakan. 
                                                          
4
 Rahmad Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setai, 2001), hlm. 44. 
5
 Lihat pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
6
 Lihat Pasal 23-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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Pasal 25 
a) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan 
akad. 
b) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, 
tulisan, dan/atau perbuatan. 
 
Sedangkan Dr. Mardani  menyebutkan beberapa syarat akad 
yaitu syarat terjadinya akad (syuruth al-in’iqad), syarat sah akad 
(syurut al-shihhah), syarat pelaksanaan akad (syurut al-iltizam). 
Berikut adalah penjelasan dari beberapa syarat tersebut:
7
 
1) Syarat terjadinya akad (syuruth al-in’iqad) 
Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada 
syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat khusus 
yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti 
orang yang berakad, obyek akad, tujuan, dan kesepakatan. 
Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada 
pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, 
misalnya keharusan penyerahan barang/objek akad pada al-‘uqd 
al-‘ainiyyah. 
2) Syarat sahnya akad 
Syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 (enam) hal, 
yaitu:
8
 
                                                          
7
 Mardani, Hukum Perikatan...., hlm. 51-52. 
8
 Mardani, Hukum Perikatan...., hlm. 53-54. 
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a. Al-Jaha>lah (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan 
spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan 
penanggung atau penanggung jawab); 
b. Al-Ikra>h (keterpaksaan); 
c. Al-Gara>r (ada unsur kemudharatan); dan 
d. Al-Syart}u al-fasi>d (syarat-syaratnya rusak, seperti 
pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali 
barang yang sudah dibelinya tersebut kepada penjual 
dengan harga yang lebih murah). 
3) Syarat pelaksanaan akad 
orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: 
pertama, adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya 
otoritas (al-wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara 
langsung ataupun Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad 
tidak tergantung pada izin perwakilan. Kedua, pada barang atau 
jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain. 
4) Syarat kepastian hukum atau kekuatan hukum 
Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila 
ia terbebas dari segala macam hak dan khiyar. Khiyar adalah 
hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad jual beli yang dilkukan.
9
 
 
                                                          
9
 Lihat pasal 20  ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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3. Berakhirnya Akad 
Akad akan berakhir jika dipenuhi hal-hal sebagai berikut: 
a. Berakhirnya Masa Berlaku Akad 
Dalam perjanjian biasanya terdapat ketentuan kapan akad 
tersebut telah ditentukan saat kapan perjanjian tersebut akan 
berakhir, sehingga ketika telah tiba waktunya secara otomatis akad 
tersebut akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para 
pihak. 
b. Dibatalkan oleh Pihak yang Berakad atau Terjadinya Pembatalan 
atau Pemutusan Akad (Fasakh) 
Hal ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak melanggar 
ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam 
pembuatan perjanjian terdapat unsur penipuan atau kekhilafan. 
Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error in objecto), 
maupun mengenai orangnya (error in persona).
10
 
Selain itu, pembatalan akad juga bisa terjadi dengan sebab-
sebab sebagai berikut: 
1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’, seperti terdapat 
kerusakan dalam akad (fasad al-aqad). 
2) Adanya khiyar, baik khiyar rukyah, khiyar ‘aib, khiyarsyarat, 
atau khiyar majelis. 
                                                          
10
 Mardani, Hukum Perikatan...., hlm. 71. 
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3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalah). Salah satu 
pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalan 
karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 
 
B. Pembiayaan 
1. Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan 
akad lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan 
persyaratan dalam akad pembiayaan.
11
 
Menurut M. Nur Riyanto Al Arif, pembiayaan atau financing 
adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang 
lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 
secara individu maupun lembaga.
12
 
Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
13
 
 
 
 
                                                          
11
 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 
hlm. 197. 
12
 M. Nur Riyanto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 
2012) hlm. 42. 
13
 Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. 
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2. Tujuan Pembiayaan 
Secara umum tujuan pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu 
tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk 
tingkat mikro. 
Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
14
 
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak bisa 
melakukan kegiatan ekonomi karenak faktor biaya, dengan adanya 
pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan 
demikian, secara tidak langsung pembiayaan tersebut dapat 
meningkatkan taraf ekonomi umat. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan 
ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang 
memiliki surplus dana menyakurkan kepada pihak yang minus dana. 
c. Meningkatkan produktifitas, artinya dengan adanya pembiayaan 
memberikan peluang bagi masyarakat pengusaha untuk 
meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan 
dapat berjalan tanpa ada dana. 
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-
sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 
usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti 
menanmbah atau membuka lapangan kerja baru. 
                                                          
14
 Veithsal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan 
Aplikasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681-682. 
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e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 
mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 
pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan tersebut merupakan 
bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan 
terdistribusi pendapatan. 
Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
15
 
a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 
memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk 
dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan 
dana yang cukup. 
b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 
mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 
meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan 
modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi 
dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya 
alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal 
yang ada. 
d. Penyaluran kelebihan modal, artinya pembiayaan merupakan 
jembatan antara pihak yang kelebihan (surplus) dana dan pihak yang 
kekurangan (minus) dana. 
                                                          
15
 Veithsal Rivai, Islam...., hlm. 682. 
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Sehubungan dengan kegiatan lembaga keuangan seperti bank 
Islam maupun BMT, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan 
bagi lembaga tersebut. Sehingga tujuan pembiayaan dalam banks Islam 
maupun BMT adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni:
16
 
a. Pemilik 
Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik 
mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang telah 
diinvestasikan pada bank/lembaga tersebut. 
b. Karyawan 
Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari 
bank/lembaga yang telah dikelolanya. 
c. Masyarakat  
1) Pemilik dana 
Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 
diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. 
2) Debitur 
Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka 
terbantu guna menjalankan usahanya (sector productive) atau 
terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya 
(pembiayaan konsumtif). 
 
 
                                                          
16
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 
303. 
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3) Masyarakat umumnya-konsumen 
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang 
diinginkannya. 
d. Pemerintah 
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 
pembiayaan pembangunan negara, disitu akan memperoleh pajak 
(pajak berupa penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan 
perusahaan-perusahaan).
17
 
e. Bank/lembaga keuangan 
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 
pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 
mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas usahanya, 
sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.
18
 
 
3. Unsur-unsur Pembiayaan 
Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti BMT 
haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya 
pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak 
yang terkait untuk mengelola dana yang telah disalurkan tersebut. 
 
                                                          
17
Ibid. 
18
Ibid. 
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Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian 
pembiayaan adalah sebagai berikut:
19
 
a. Kedua belah pihak, yaitu yang memberi pembiayaan (shah}ibul ma>l) 
dan penerima pembiayaan (muz}a>rib) atau dalam BMT disebut 
dengan anggota. 
b. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan s}ah}ibul ma>l bahwa pembiayaan 
yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar 
diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. 
Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan dalam hal ini 
adalah BMT kepada anggota yang sebelumnya sudah diadakan 
penelitian tentang anggota tersebut baik secara intern maupun 
ekstern. 
c. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian 
pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara s}a>h}ibul ma>l 
dan muz{arib. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di 
mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 
masing-masing.
20
 
d. Penyerahan barang, uang, atau jasa oleh s}a>h}ibul ma>lkepada muz}arib.  
e. Jangka waktu, setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan 
memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka 
waktu pengembalian pembiayaan atau kredit yang telah disepakati. 
                                                          
19
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.87. 
20
 Kasmir, Bank dan Lembaga...., hlm. 87. 
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Jangka waktu tersebut bisa dalam bentuk jangka waktu pendek 
maupun jangka waktu panjang. 
f. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 
menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. 
Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar resikonya begitu 
juga sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan BMT, baik resiko 
yang disengaja oleh anggota karena lalai, maupun resiko yang tidak 
disengaja. Misalnya, terjadi bencana, bangkrut, dan lain sebagainya. 
g. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan yang 
dalam prinsip syariah disebut dengan sistem bagi hasil. Balas jasa 
dalam bentuk bagi hasil dan biaya administasi pembiayaan ini 
merupakan keuntungan BMT. 
 
4. Jenis-jenis Pembiayaan 
Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka lembaga 
keuangan syariah memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya 
dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: 
a. Pembiayaan berdasarkan sifat 
Menurut sifatnya pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi, diantaranya:
21
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 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), hlm. 97. 
29 
 
a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan. 
b) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil 
produksi) maupun kualitatif (peningkatan kualitas atau 
mutu hasil produksi). 
c) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of 
place dari suatu barang. 
d) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
barang-barang modal. 
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan. 
 
b. Pembiayaan menurut jangka waktu 
Menurut jangka waktunya, pembiayaan dibedakan menjadi:
22
 
1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan 
waktu satu bulan sampai satu tahun. 
2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu satu tahun sampai lima tahun. 
3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan 
dengan waktu lebih dari lima tahun. 
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 Wiroso, Jual Beli...., hlm. 19. 
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c. Pembiayaan menurut Hukum Ekonomi Syariah 
Secara garis besar produk pembiayaan menurut hukum 
ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan 
berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:
23
 
a. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (ba’i), meliputi: 
1) Jual beli mura>bah}ah 
2) Jual beli salam 
3) Jual beli istis}na>’ 
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi: 
1) Ija>rah 
2) Ija>rah muntahiya biltamlik/wa iqtina 
c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi: 
1) Mud}a>rabah 
2) Musya>rokah 
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap, meliputi: 
1) Hiwa>lah (alih utang piutang) 
2) Rahn (gadai) 
3) Qard} (penyediaan dana tagihan) 
4) Waka>lah (perwakilan) 
5) Kafa>lah (garansi bank) 
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  Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah...., hlm. 101-113. 
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C. Mura>bah}ah 
1. Pengertian Mura>bah}ah 
a. Pengertian mura>bah}ah secara bahasa 
Secara bahasa, mura>bah}ah berasal dari kata  حبر – هحبار – 
 هحبارمyang artinya berlaba, beruntung, memberi untung.24 Seperti 
ungkapan “tija>ratun rabih}ah, wa baa’u asy-syai mura>bah}atan” 
artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu 
barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari 
kata ribh}un atau rubh}un yang berati tumbuh, berkembang, dan 
bertambah.
25
 
Mura>bah}ah yang berasal dari kata حبر (keuntungan), sehingga 
mura>bah}ah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana 
mura>bah}ah berarti jual beling barang ditambah keuntungan yang 
disepakati.
26
 
b. Pengertian mura>bah}ah secara istilah 
Secara istilah, mura>bah}ahadalah jual beli barang pada harga 
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
27
 Sehingga 
dalam bay’ al-mura>bah}ah penjual harus terbuka mengenai harga asal 
barang dan jumlah keuntungan yang diambilnya. 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus...., hlm. 463. 
25
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 108. 
26
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136. 
27
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank....., hlm. 101. 
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Dalam ilmu fiqh},mura>bah}ah adalah akad jual beli atas barang 
tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 
diperjual belikan termasuk harga pemebelian barang kepada 
pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam 
jumlah tertentu.
28
 
Dalam kamus ekonomi Islam, mura>bah}ah adalah penjualan 
barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual 
memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut.
29
 
Menurut KHES, mura>bah}ah adalah pembiayaan saling 
menguntungkan yang dilakukan oleh s}a>h}ib al-ma>l dengan pihak 
yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan 
bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih 
yang merupakan keuntungan atau laba bagi s}a>h}ib al-ma>l dan 
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
30
 
 
2. Dasar Hukum Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh 
syari’at dan merupakan implementasi mualamah tajriyah (intersaksi 
bisnis).
31
 Adapun dasar hukum murabahah diantaranya adalah: 
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 Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Tangerang: PAM Press, 
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a. Al-Qur’an 
1) Q.S. an-Nisaa’ ayat / 4: 29 
 ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت َْنأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْنِم ٍضَار َت(29)  
 
Artinya : 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, 
kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan 
janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya 
Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S. An-Nisa: 
29).
32
 
 
2) Q.S. al-Baqarah/2: 275: 
 ...اَوبِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َلَحَأَو...  
Artinya: 
... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba ... (Q.S. An-Nisa: 29).
33
 
 
3) Q.S. Al-Ma’idah/5: 1: 
 ِدْوُقُعْلِاب اوُفَْوأ اْو ُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُّ َيأَاي...  
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Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu... 
(Q.S. Al-Ma’idah: 1).34 
 
4) Q.S. Al-Baqarah/2: 280: 
 ٍَةرَسْيَم َلَِإ ٌَةرِظَن َف ٍَةرْسُع وُذ َناَكْنِإَو...  
Artinya: 
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesusahan, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan... (Q.S. Al-Baqarah: 280).
35
 
 
 
b. Hadist 
 مّلسو هيلع هّللا ىّلص ِهَّللا َلْوُسَر َلَاق :َاقَّرَف َت َي َْلَ اَم ِراَِيْلِْاب ِناَع ْ ي َبَْلا , َلَاق َْوأ : َّتََّح
َاقَّرَف َت َي ,َابَذََكو اَمَتَك ْنِإَو اَهِعْي َب ْفِ اَُمَلَ َِكرْو ُب اَن َّ ي َب َو َاقَدَص ْنِإف ,اَمِهِعْي َب ُةََكر َب ْتَق
ُِمُ.  
Artinya: 
Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang berjual beli mempunyai 
hak khiyar selama mereka belum berpisah. Atau Nabi berkata: 
Sehingga mereka berpisah. Jika kedua-duanya berlaku jujur dan 
memberi penjelasan yang betul, niscaya mereka diberi berkat dalam 
jual beli itu. Jika mereka menyembunyikan keadaan yang benar dan 
berdusta, niscaya dibinasakanlah keberkahan penjualan itu.(Al-
Bukhary 34: 19; Muslim 21: 11; Al Lu’lu-u wal Marjan 2: 156).36 
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3. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah 
a. Rukun Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah merupakan salah satu jenis jual beli. Maka dari 
itu rukun mura>bah}ah tidak jauh berbeda dengan rukun jual beli. 
Adapun rukun-rukun mura>bah}ah adalah sebagai berikut:37 
1) Penjual (ba’i) 
2) Pembeli (musytari) 
3) Objek jual beli (mabi’) 
4) Ijab qabul 
 
b. Syarat Mura>bah}ah 
Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi mura>bah}ah 
menurut Gemala Dewi sebagaimana dikutip oleh Mardani meliputi 
hal-hal sebagai berikut:
38
 
1) Jual beli mura>bah}ahharus dilakukan atas barang yang telah 
dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). 
Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual 
sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad 
yang sah. 
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2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan 
biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada 
suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat 
transaksi. Ini merupakan sarat sah mura>bah}ah. 
3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal 
maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai 
salah satu sarat mura>bah}ah. 
4) Dalam sistem mura>bah}ah, penjual boleh menetapkan sarat pada 
pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada 
barang, tetapi lebih baik sarat seperti itu tidak ditetapkan, karena 
pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping 
untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya. 
 
4. Jenis-jenis Mura>bah}ah 
Jenis-jenis mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
pertama, jenismura>bah}ahberdasarkan pesanan, kedua, jenis murabahah 
berdasarkan pembayarannya.  
a. Murabahah berdasarkan pesanan 
JenisMurabahahberdasarkan pesanan dapat dibedakan 
menjadi dua (2) macam:
39
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1) Mura>bah}ah tanpa pesanan 
Maksudnya, ada yang pesan atau tida, ada yang beli atau 
tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. 
Penyediaan barang pada mura>bah}ahini tidak terpengaruh atau 
terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. 
Dalam kamus ekonomi Islam, mura>bah}ah tanpa pesanan 
ialah bank syariah membeli barang dan menyediakan intuk 
dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk 
membelinya.
40
 
2) Mura>bah}ahdengan pesanan 
Maksudnya, bank syariah baru akan melakukan transaksi 
mura>bah}ah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan 
barang sehinga penyediaan barang baru dilakukan jika ada 
pesanan. 
Dalam kamus ekonomi Islam, mura>bah}ah berdasarkan 
pesanan ialah bank syariah membeli barang yang sudah dipesan 
oleh seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudian menjual 
barang ini kepada pelanggan yang sama.
41
 Dalam kasus ini, 
bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan 
membuat janji untuk membayarnya kepada bank. 
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Mura>bah}ah dengan pesanan dapat dibedakan menjadi 
dua:
42
 
a) Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, 
maksudnya apabila telah pesan harus dibeli. 
b) Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak 
mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan 
barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat 
menerima atau membatalkan barang tersebut. 
b. Mura>bah}ah berdasarkan cara pembayaran 
Jika dilihat cara pembayarannya, mura>bah}ahdapat dilakukan 
dengan dua (2) cara:
43
 
1) Tunai 
Arti kata tunai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
ialah tidak bertanggung lagi; tidak bertangguh pada saat itu juga; 
kontan; membayar seharga barang yang dibelinya saat menerima 
barang (tidak mengebon, tidak mengangsur), diterima 
(diserahkan) segera setelah melakukan pembayaran.
44
 
2) Pembayaran tangguh. 
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan 
tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi 
pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus 
pada waktu tertentu. 
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5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mura>bah}ah 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad, Bai’ 
Murabahah: 
a. Bagian Keenam Bai’ Murabahah 
Pasal 116 
(1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pemeblian 
barang yang telah disepakati spesipikasinya. 
(2) Penjual harys membeli barang yang diperlukan pembeli atas 
nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. 
(3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok 
barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
45
 
Pasal 117 
Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam 
murabahah pada waktu yang telah disepakati.
46
 
Pasal 118 
Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian 
khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
akad.
47
 
Pasal 119 
Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan 
setelah barang scara prinsip sudah menjadi milik penjual.
48
 
Pasal 120 
Apabila penjual menerima permitaan pembeli akan suatu barang atau 
aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut 
dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan 
penjual.
49
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Pasal 121 
Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat 
menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli 
murabahah.
50
 
Pasal 122 
Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, 
biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.
51
 
Pasal 123 
Apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang 
harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli 
untuk mengganti sisa kerugiannya.
52
 
Pasal 124 
(1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan 
secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. 
(2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam 
pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. 
(3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat 
diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru 
dalam penyelesaian kewajiban.
53
 
 
 
 
b. Bagian Ketujuh Konversi Akad Murabahah 
Pasal 125 
(1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru 
bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-
nya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati. 
(2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban 
pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah 
melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat 
waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan 
kemampuan pembayaran. 
(3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas 
diserahkan pada kebijakan penjual.
54
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Pasal 126 
Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah 
bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan 
waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: 
a. tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 
b. pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah 
biaya riil; 
c. perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 
para pihak.
55
 
Pasal 127 
Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan 
atas benda yang dijualnyapada akad murabahah.
56
 
Pasal 128 
Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan 
membuat akad baru bagi nasabah yang tidak biasa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesaui jumlah 
dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan 
masih prospektif.
57
 
Pasal 129 
Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek 
akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau 
nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah 
dari hasil penjualan obyek akad.
58
 
Pasal 130 
Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, 
maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah.
59
 
Pasal 131 
Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang 
tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan 
kesepakatan.
60
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Pasal 132 
Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat 
membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, 
mudharabah, dan atau musyarakah.
61
 
Pasal 133 
Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat 
menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara 
pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
shulh/shulh, dan atau pengadilan.
62
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BAB III 
AKAD PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH 
DI KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA 
 
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
1. Profil KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera (KCS) 
BMT KCS merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah (KSPPS) yang beroperasional di Colomadu, Karanganyar. BMT 
ini telah memiliki anggota sebanyak 4.481 orang. Keberadaannya 
diharapkan menjadi salah satu alternatif yang strategis dalam 
membangun dinamika perekonomian rakyat, khususnya bagi anggota dan 
masyarakat di Kecamatan Colomadu.
1
 
Lembaga keuangan yang beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2006 
ini bekerja sama dengan Departemen Sosial RI dan Pusat Inkubasi Bisnis 
Usaha Kecil (PINBUK), menggarap masyarakat kecil dalam bentuk 
KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk bersama-sama 
memberdayakan dan mengingatkan kesejahteraan masyarakat dan 
anggotanya. Pergerakannya adalah mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi dengan sistem syariah untuk meningkatkan 
kualitas ekonomi anggota/pengusaha kecil. BMT melaksanakan dua 
macam kegiatan yakni kegiatan bisnis (baituttamwil) sebagai kegiatan 
utama dan kegiatan sosial (baitul mal) sebagai kegiatan penunjang.
2
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KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berada di Kompleks 
Ruko Colomadu Regency, Jl. Adi Sumarmo No 200, Kec. Colomadu, 
Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. BMT ini telah berbadan hukum sejak 
tanggal 7 Oktober 2006 dengan nomor badan hukum 180/518/43/Tahun 
2006.
3
 
KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera juga memberikan 
layanan kepada anggota masyarakat mulai dari fungsi 
informasi/pendampingan, penyimpanan, penitipan, penyaluran 
pembiayaan, investasi dari para anggota, dan kegiatan lain dalam upaya 
memberikan layanan optimal sesuai kebutuhan angotanya.
4
 
 
2. Visi, Misi, dan Tujuan 
a. Visi 
Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat dan terpercaya 
dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju 
kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, material dan spiritual.
5
 
 
b. Misi 
Mewujudkan:
6
 
1) Gerakan pembebasan anggota masyarakat dari belenggu 
rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. 
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2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan 
ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian 
yang makmur dan maju. 
3) Gerakan keadilan membangun striktur masyarakat madani yang 
adil berkemakmuran berlandaskan ekonomi syariah dengan 
ridho Allah. 
 
c. Tujuan 
Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
7
 
 
3. Struktur Organisasi 
Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera sebagai berikut:
8
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STRUKTUR ORGANISASI BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA 
 
RAPAT  ANGGOTA 
DEWAN PENGAWAS PENGURUS DPS 
ASISTEN AHLI 
PENGURUS 
MANAGER 
KABAG 
OPERASIONAL 
KABAG 
PEMASARAN 
KABAG 
BAITUL MAAL 
KA CAB. Pusat KA CAB. 1 KA CAB. 2 
MARKETING 
CS/ADUM 
TELLER 
MARKETING 
CS/ADUM 
TELLER 
MARKETING 
CS/ADUM 
TELLER 
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a. Pengurus  
1) Ketua  : Suhardi, S.KM., M.Sc. 
2) Sekretaris  : Wawan Ridwan Muttaqin, A.Md. 
3) Bendahara : Joko Partono, S.ST. 
b. Pengawas  
1) Koordinator : Dr. H. A.R. Warsito, M.Pd 
2) Anggota  : Hj. Tri Wuryani, A.Md. 
3) Anggota  : Eni Setyowati, S.E., M.Si. 
c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
1) Koordinator : Dr. H. Istadiyantha, M.S. 
2) Anggota  : Drs. H. Fathurrohim, M.Ag. 
3) Anggota  : H. Laili Arif Jamaluddim, Lc. 
d. Pengelola 
1) Head Office/SPI  : Ir. Eko Dewo Yuwono 
2) Manager   : Wahyu Setyorini, S.E. 
3) Accounting  : Aris Andi Riyanto, A.Md. 
4) Customer Service/AdUm : Ria Trinawangsih, A.Md. 
5) Kasir/Teller Pusat : Sri Purwanti, A.Md. 
6) Kasir/Teller Cabang : Alfiah Hidayati 
7) Pembukuan  : Tri Winanrni, A.Md. 
8) Kabag Marketing  : Rohmad Arosid, S.HI. 
Staff Marketing  : 1. Agus Maryono 
2. Muh. Arif Septianto, S.E. 
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3. Ira Urbayani, A.Md. 
4. Sri Lestari 
5. Ali Muchtar, S.E. 
6. Pramono 
7. Agus Narimo 
9) Security & OB  : Sarwoto 
10)  Divisi Baitul Maal : Fajaruddin Al Basir, S.Sos. 
4. Produk-produk KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
a. Simpanan9 
1) Simpanan Mandiri Sejahtera 
Simpanan ini seperti tabungan biasa, anggota dapat 
menyetor atau menarik tabungan kapan saja selama jam kerja. 
2) Simpanan Pendidikan 
Simpanan pendidikan digunakan untuk keperluar 
pendidikan. Anggota hanya bisa menarik tabungan ketika 
membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan, misalnya: SPP, 
uang gedung, bayar buku, dan lain sebagainya. 
3) Simpanan Idul Fitri 
Simpanan idul fitri termasuk simpanan yang berjangka 
pendek, karena setelah idul fitri usai, maka tabungan tersebut 
telah berahir masanya. Dan tabungan ini hanya bisa ditarik 
untuk keperluan lebaran. 
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4) Simpanan Qurban 
Seperti simpanan idul fitri, simpanan qurban akan 
berahir ketika hari qurban telah usai. Simpanan ini hanya bisa 
diambil menjelang idul adha dan hanya untuk keperluan 
membeli hewan qurban. 
5) Simpanan Haji/Umroh 
Masa simpanan Haji/Umroh juga sama seperti simpanan 
sebelumnya. Simpanan ini akan berahir jika anggota telah 
menunaikan ibadah haji/umroh. Adapun simpanan ini hanya 
bisa ditarik untuk keperluan haji/umroh. 
6) Simpanan Berjangka 
Simpanan berjangka adalah simpanan yang masanya 
tergantung pada permintaan anggota. Misalnya, anggota ingin 
menabung selama dua tahun. Maka, setelah dua tahun simpanan 
tersebut akan berahir dan tabungan tersebut harus ditarik sampai 
saldo kosong (kecuali simpanan pokok). 
 
b. Pembiayaan10 
1) Muz}arabah 
Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang hendak 
berwirausaha atau ingin mengembangkan usahanya dengan 
                                                          
10
Brosur Produk Pembiayaan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
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pihak BMT sebagai s}a>h}ibul ma>l (pemilik modal) dan anggota 
sebagai muz}arib (pengelola dana). 
2) Musya>rakah 
Pembiayaanmusya>rakah adalah bentuk kemitraan antara 
pihak BMT dan anggota dimana masing-masing 
menyumbangkan pada modal kemitraan dengan jumlah yang 
sama atau berbeda untuk mengembangkan suatu usaha. 
3) Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah adalah akad jual beli antara pihak BMT 
sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli yang mana 
terdapat transparansi antara kedua belah pihak mengenai harga 
yang akan disepakati. 
4) Ija>rah 
Ija>rah merupakan akad sewa menyewa antara pihak 
BMT dan anggota. akad ini hampir mirip dengan murabahah, 
hanya saja obyek akad ija>rahmerupakan jasa. 
5) Rah}n 
Rah}n atau gadai adalah utang piutang dengan 
menyediakan barang sebagai obyek jaminan. 
6) Hawalah 
Hawalah merupakan pertolongan dari pihak BMT yang 
mana pihak BMT menanggung/membayarkan piutang anggota 
kepada pihak/lembaga lain, kemudian anggota 
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mengangsur/membayar tagihan kepada pihak BMT (pengalihan 
hutang).
11
 
7) Qard 
Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota 
tanpa ada biaya tambahan bagi anggota untuk melunasinya. 
Misalnya, anggota meminjam uang kepada pihak BMT sebesar 
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka anggota tersebut akan 
mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. 
Namun ada catatan dalam pembiayaan ini, pembiayaan ini 
hanya diberikan kepada anggota yang benar-benar 
membutuhkan (keadaan darurat) seperti: pengobatan yang 
mendadak, musibah, dan lain sebagainya.
12
 
c. Baitul Maal 
1) BMT Peduli, dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, meliputi 
santunan peduli dhuafa, peduli pendidikan, peduli syiar dan 
dakwah, peduli kesehatan dan tanggap bencana.
13
 
2) Pengembangan ekonomi produktif dan capacity building. 
3) Fundrising. 
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Rohmad Arosid, Kabag Marketing, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2017, jam 10.30-
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B. Mekanisme Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera 
1. Akad Pembiayaan Mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube Colomadu 
Sejahtera 
Mura>bah}ah diberikan kepada anggota yang hendak melakukan 
jual beli melalui KSPPS BMT KCS. Pihak BMT membelanjakan 
kebutuhan anggota yang telah diajukan, kemudian harga pokok ditambah 
dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Harga yang 
telah disepakati tersebut kemudian dibayar oleh anggota dengan cara 
diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak.
14
 
Rukun-rukun akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT KCS 
adalah sebagai berikut:
15
 
a. Pihak pertama sebagai bai’ (penjual), dalam hal ini adalah pihak 
KSPPS BMT KCS 
b. Pihak kedua sebagai musytari’ (pembeli), dalam hal ini adalah 
anggota yang mengajukan pembiayaan mura>bah}ah 
c. Obyek pembiayaan sebagai mabi’ (barang yang diperjualbelikan) 
d. Jumlah pembiayaan sebagai tsaman (ketentuan harga) 
e. Cara pengadaan dan penerimaan barang, jangka waktu serta 
pembayaran sebagai sighat (ijab dan kabul). 
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Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:
16
 
a. Menjadi anggota KSPPS BMT KCS 
b. Mengisi formulir permohonan 
c. Melampirkan fotocopy KTP/SIM suami dan istri 
d. Melampirkan fotocopy KK 
e. Melampirkan fotocopy surat nikah 
f. Melampirkan jaminan (BPKB/STNK atau Sertifikat Hak Milik) 
g. Bersedia disurvey. 
Untuk mendapatkan produk pembiayaan murabahah, setiap orang 
yang mengajukan pembiayaan di BMT KCS harus menjadi anggota 
terlebih dahulu. Syarat-syarat menjadi anggota yaitu:
17
 mengisi formulir 
anggota, melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM), membayar 
simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,00, setoran tabungan minimal Rp. 
5000,00. 
2. Prosedur Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Kube 
Colomadu Sejahtera 
a. Pengajuan Pembiayaan 
Pihak kedua (calon anggota) datang langsung ke KSPPS 
BMT KCS untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. 
Permohonan disampaikan kepada Customer Service. Setelah itu 
calon anggota akan dihadapkan kepada staff bagian pembiayaan dan 
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diberi beberapa pertanyaan, antara lain: apa keperluannya, 
spesifikasi barang yang diinginkan, kira-kira berapa harganya, 
barang tersebut untuk apa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini calon 
anggota harus menjelaskan yang sebenar-benarnya dan sesuai fakta, 
misalnya untuk tambahan modal usaha, keperluan rumah tangga, dan 
lain sebagainya.
18
 
Setelah memberi penjelasan, calon anggota mengisi formulir 
untuk menjadi anggota KSPPS BMT KCS dan formulir permohonan 
pembiayaan murabahah. Kemudian calon anggota melampirkan 
fotocopy KTP/SIM, data keuangan (neraca, rugi/laba, dan lain 
sebagainya), surat-surat jaminan (sertifikat/BPKB/STNK), KK 
(Kartu Keluarga) atau surat nikah. Berkas-berkas pengajuan tersebut 
kemudian disampaikan kepada dewan komite untuk ditindaklanjut.
19
 
 
b. Pemeriksaan 
Setelah tahap pengajuan, dari pihak BMT mengadakan 
surveiyang dilakukan oleh tim surveyer. Tim tersebut bertugas 
melakukan observasi atau penelitian untuk mendapatkan informasi 
dan data-data konkrit terkait dengan pengajuan pembiayaan 
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murabahah tersebut. Adapun survey meliputi survei anggota, survei 
jaminan, dan survei usaha.
20
 
Survei anggota dilakukan untuk mengenali bagaimana 
karakter calon anggota. Survei obyek jaminan dilakukan dengan 
tujuan menggali data-data mengenai keadaan obyek jaminan 
tersebut. sedangkan survei usaha dilakukan untuk mengkaji dan 
menganalisa kemampuan anggota untuk mengangsur agar terhindar 
dari kredit macet.
21
 
Tidak ada kriteria khusus bagi calon anggota untuk 
mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT KCS. Yang 
terpenting adalah hasil survey sesuai dengan prinsip 5C sebagai 
pertimbangan uji kelayakan calon anggota untuk mendapatkan 
pembiayaan murabahah tersebut.
22
Adapun prinsip 5C yang 
dimaksud adalah sebagai berikut:
23
 
1) Character, prinsip ini dilihat dari segi kepribadian anggota. Hal 
ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service 
kepada calon anggota yang hendak mengajukan pembiayaan, 
mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, 
dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon 
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anggota apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama 
dengan baik. 
2) Capacity, prinsip prinsip ini menilai akan kemampuan 
membayar angsuran dari anggota terhadap pihak BMT. 
3) Capital, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang 
dimiliki, khususnya anggota yang mempunyai sebuah usaha. 
Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola 
oleh anggota, sehingga dari penilaian tersebut, pihak BMT dapat 
menentukan layak atau tidaknya anggota tersebut mendapat 
pembiayaan, lalu seberapa besar pembiayaan yang akan 
diberikan. 
4) Collateral, atau sering disebut agunan yakni barang/objek yang 
dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh anggota 
kepada pihak BMT. Jika anggota mengalami kredit macet dan 
tidak sanggup lagi untuk melunasi, maka objek jaminan dapat 
dijadikan barang sitaan untuk mengganti sisa angsuran sesuai 
dengan jumlah yang diperlukan. 
5) Condition, yakni kondisi dari objek jaminan yang dimiliki oleh 
calon anggota. Apakah objek jaminan dalam keadaan baik, utuh, 
lengkap, dan lain sebagainya.  
Meskipun KSPPS BMT KCS adalah lembaga keuangan yang 
berbasis syariah, namun tidak ketentuan agama untuk mendapat 
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pembiayaan. Artinya, anggota yang mengajukan pembiayaan 
murabahah tidak harus dari kalangan umat muslim.
24
 
 
c. Putusan 
Setelah melakukan survei, tim surveyer menyampaikan data 
dan info-info yang telah dihasilkan kepada dewan komite. Kemudian 
data-data tersebut dimusyawarahkan sehingga menghasilkan sebuah 
keputusan apakah pengajuan calon anggota diterima atau tidak. 
Apabila pengajuan calon anggota diterima maka anggota dipanggil 
kembali untuk melakukan akad.
25
 
 
d. Pelaksanaan Akad dan Realisasi Dana 
Setelah putusan diterima, tahap selanjutnya adalah 
pelaksanaan akad. Calon anggota dan staff bagian pembiayaan 
melakukan akad. Namun sebelum itu, kedua belah pihak melakukan 
beberapa kesepakatan, diantaranya adalah apakah jual beli ini 
dilakukan dengan konsep bil wakalah atau tidak. Biasanya yang 
menjadi patokan adalah keberadaan dan kejangkauan obyek jual beli 
tersebut dan permintaan dari calon anggota.
26
 
Apabila akad telah ditandatangani dengan konsep langsung 
maka pihak BMT akan membelanjakan sesuai spesifikasi yang telah 
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disebutkan. Namun, apabila akad yang ditandatangani adalah bil 
wakalah maka anggota akan diberi dana sesuai yang diajukan dan 
sesuai perkiraan dan selanjutnya dibelanjakan oleh calon anggota 
tersebut. Usai membeli barang dari pihak ketiga, nota/kwitansi 
diserahkan kepada pihak BMT. Apabila dana yang telah diberikan 
lebih besar dari nota belanja, maka sisanya harus dikembalikan 
kepada pihak BMT dan sebaliknya, apabila dana yang telah 
diberikan kurang dari nota belanja, maka pihak BMT akan 
memberikan dana tambahan sesuai dengan kekurangannya. Adapun 
nota pembelian dalam murabahah bil wakalah adalah atas nama 
BMT KCS.
27
 
 
e. Angsuran 
Setelah pengadaan barang sudah clear, selanjutnya penentuan 
harga dan sistem pembayaran anggota kepada pihak BMT. Harga 
pokok dari obyek murabahah ditambah dengan margin (keuntungan) 
beserta jangka waktu pembayarannya. Selama ini, KSPPS BMT 
KCS menggunakan sistem angsuran untuk pembayaran pembiayaan 
yang telah diajukan. Semakin lama angsuran yang diajukan, maka 
semakin besar margin yang diambil oleh pihak BMT.
28
 
Misalnya, harga pokok barang adalah Rp. 6.000.000,00 
(enam juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 1.440.000,00 (satu 
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juta empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 
7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh rupiah) diangsur 
12 bulan sebanyak 12 kali. Maka, (6.000.000 : 12 = 500.000) + 
(1.440.000 : 12 = 120.000). Jadi, anggota wajib mengangsur Rp. 
620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya 
sebanyak dua belas kali. Apabila diangsur enam bulan sebanyak 
enam kali, margin bisa lebih kecil. 
Misalnya, harga pokok barang adalah Rp. 6.000.000,00 
(enam juta rupiah) ditambah margin Rp. 660.000,00 (enam ratus 
enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.660.000,00 (enam 
juta enam ratus enam puluh rupiah) diangsur enam bulan sebanyak 
enam kali. Maka, (6.000.000 : 6 = 1.000.000) + (660.000 : 6 = 
110.000). Jadi, anggota wajib mengangsur Rp. 1.110.000,00 (satu 
juta seratus sepuluh rupiah) setiap bulan sebanyak enam kali. 
Namun, harga barang bisa berubah sesuai dengan 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena anggota bisa menawar 
harga yang ditentukan oleh pihak BMT. Begitu pula dengan lamanya 
angsuran, anggota dan pihak BMT dapat membuat kesepakatan 
berapa lama pembiayaan tersebut akan dilunasi. Namun, biasanya 
ada pilihan enam kali, dua belas kali, dua puluh empat kali, dua 
puluh delapan kali, atau tiga puluh enam kali dalam hitungan 
bulan.
29
 
                                                          
29
Ibid. 
60 
 
f. Kredit Macet 
Setiap pembiayaan pasti mendapati anggota yang mengalami 
kredit macet. Dalam hal ini, BMT memiliki beberapa cara untuk 
menyelesaikannya, yaitu: anggota melunasi kewajibannya, sita 
jaminan, atau mengadakan konversi (akad baru).
30
 
Ketika anggota mengalami kredit macet dalam tiga kali 
penagihan berturut-turut, maka pihak BMT akan mengirim surat 
pemberitahuan sita jaminan. Setelah itu terserah anggota mau 
menggunakan cara pertama, kedua, atau ketiga seperti yang 
disebutkan diatas dengan kterangan sebagai berikut:
31
 
a. Melunasi sisa angsuran 
Apabila anggota memilih melunasi angsuran, maka 
angsuran tetap berlanjut dengan membayar tagihan beserta 
denda keterlambatan. 
b. Sita jaminan 
Sita jaminan berlaku kepada anggota yang sudah tidak 
mampu atau tidak memilik itikat untuk melunasi kewajiban 
yang harus dibayar. Jaminan tersebut bisa dijual anggota sendiri 
atau pihak BMT. Jika hasil penjualan melebihi kewajiban yang 
ditanggung, maka sisanya dikembalikan kepada anggota. 
Sebaliknya, jika hasil  penjualan obyek jaminan kurang dari 
kewajiban yang ditanggung, maka kekurangannya tetap menjadi 
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kewajiban anggota untuk melunasinya. Bisa dengan cara 
menjual aset lainnya, dan sebagianya. 
 
c. Akad baru 
Akad baru diberikan kepada anggota yang mengalami 
kredit macet akan tetapi masih memiliki kainginan untuk 
melunasinya. Namun, dalam pelunasannya anggota tersebut 
mengalami kendala. Maka, sisa angsuran anggota tersebut 
dibikin akad baru dengan cara perpanjangan waktu tanpa ada 
tambahan atau pengurangan jumlah sisa angsuran.
32
 
Misalnya, sisa angsuran Rp. 660.000,00 (enam ratus 
enam puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.980.000,00 (satu juta 
sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam akad baru 
kedua belah pihak telah bersepakat untuk memperpanjang 
angsuran 3 bulan tersebut menjadi 6 bulan. Maka, Rp. 
1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu 
rupiah) tanpa ditambah atau dikurangi se-rupiah-pun dibagi 
menjadi 6 kali angsuran dalam jangka waktu 6 bulan (1.980.000 
: 6 = 330.000). Jadi, anggota tersebut harus mengangsur Rp. 
330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan 
sebanyak enam kali kepada pihak BMT.   
                                                          
32
Rohmad Arosid, Kabag Marketing, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2017, jam 10.30-
11.30 WIB. 
62 
 
Adapun sanksi bagi keterlambatan mengangsur adalah 
anggota membayar denda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu 
rupiah), dana tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial 
melalui produk baitul mal ahlul khair BMT KCS. Apabila pihak 
BMT menagih pembayaran angsuran ke tempat anggota, maka 
ada biaya penagihan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu 
rupiah).
33
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BAB IV 
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 
AKAD PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH 
DI BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA 
 
A. Akad Pembiayaan Mura>bah}ah 
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 
lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum 
tertentu.
1
Akad yang dilakukan di KSPPS BMT KCS sudah sesuai dengan apa 
yang terkandung dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukukm Ekonomi 
Syariah. Ini terbukti bahwa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 
untuk melakukan akad, dalam hal ini adalah akad pembiayaan mura>bah}ah. 
Akad atau kesepakatan ini dimulai sejak penandatanganan atara kedua belah 
pihak dalam form yang sudah disediakan oleh pihak BMT untuk melakukan 
akad tersebut. 
Rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada 
pasal 22 yang terdiri dari: 
1. Pihak-pihak yang berakad 
2. Obyek akad 
3. Tujuan dan pokok akad 
4. Kesepakatan. 
 
                                                          
1
 Lihat pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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Akan tetapi, ada pasal yang lebih spesifik dalam hal ini. dikarenakan 
mura>bah}ah termasuk dalam jual beli, maka rukun jual beli dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 56, diantaranya ialah:
2
 
Akad yang dilakukan di KSPPS BMT KCS sudah sesuai dengan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Rukun akad pembiayaan murabahah di 
KSPPS BMT KCS adalah sebagai berikut:
3
 
1. Pihak pertama sebagai Bai’ (penjual) 
2. Pihak kedua sebagai musytari’ (pembeli) / muwakki 
3. Obyek pembiayaan sebagai Mabi’ (barang) 
4. Jumlah pembiayaan sebagai S}aman (ketentuan harga) 
5. Cara pengadaan dan penerimaan barang, jangka waktu serta pembayaran 
sebagai sighat (ketentuan jual beli). 
Pada point 1 dan 2 diatas adalah maksud dari pasal 22 ayat (1) dan 
pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pihak-pihak yang 
berakad). Pada point 3 adalah maksud dari pasal 22 ayat (2) dan pasal 56 ayat 
(2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (obyek akad). Sedangkan pada point 
ke-4 dan ponit ke-5 adalah ungkapan lain dari pasal 22 ayat (4) dan pasal 56 
ayat (3). Hal tersebut termasuk kesepakatan, karena dalam murabahah 
terdapat asas keterbukaan untuk menentukan harga dan cara pengadaan 
barang yang telah dimaksud (bil wakalah/langsung). 
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Mura>bah}ahadalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan 
oleh s}a>h{ib al-ma>l dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli 
dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat 
nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi s}a>h}ib al-ma>l dan 
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
4
 
Mura>bah}ah yang dilakukan di KSPPS BMT KCS sudah sesuai dengan 
pasal diatas. Dalam praktiknya, sistem akad pembiayaan murabahah di 
KSPPS BMT KCS terdapat asas keterbukaan (transparan) mengenai harga 
beli dan laba yang telah ditambahkan, kemudian dari dua nilai tersebut 
menjadi harga dari barang yang telah menjadi objek mura>bah}ah. Harga yang 
telah disebutkan tersebut bisa ditawar sehingga terjadi kesepakatan diantara 
kedua belah pihak (tidak ada yang merasa kebertan).
5
 
Adapun cara pembayaran mura>bah}ah di KSPPS BMT KCS secara 
keseluruhan menggunakan sistem angsuran. Jumlah dari harga objek 
mura>bah}ah tersebut tergantung pada berapa lama anggota akan mengangsur. 
Semakin lama anggota mengangsur maka semakin tinggi jumlah harga yang 
harus dibayar.
6
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B. Jual Beli Mura>bah}ah 
Pasal 116 
(1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati spesipikasinya. 
(2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama 
penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. 
(3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang 
kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
7
 
Dalam pasal 116 ayat (1), secara praktik KSPPS BMT KCS sudah 
menerapkannya. BMT KCS membiayai seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati spesipikasinya.
8
 Anggota tidak perlu membayar DP atau 
sebagian harga obyek barang tersebut. Meskipun menurut Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah membolehkannya, namun dalam prakteknya KSPPS BMT 
KCS tidak pernah membayar sebagian harga obyek mura>bah}ah. 
Pasal 116 ayat (2) pun sudah sesuai dengan praktik yang diterapkan 
KSPPS BMT KCS. Meskipun pada sebagian praktik BMT mewakilkan 
kepada anggota untuk mencari barang ke pihak ketiga, akan tetapi pembelian 
tetap atas nama KSPPS BMT KCS.
9
 
Adapun riba yanag dimaksud tidak disebutkan dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penulis perlu mengutip dari beberapa 
referensi, diantaranya adalah: 
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1. Menurut Abdullah Abdul Husain at-Tariqi dengan bukunya yang 
berjudul “Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan” yang 
diterjemahkan oleh M. Irfan Syofwani, riba dibagi menjadi dua, yaitu 
riba nasi’ah dan riba fad}l.10 
a. Riba nasi’ah adalah tambahan nilai sebagai ganti waktu penundaan. 
Jika tidak mungkin dikembalikan, maka keuntungan dari harta pokok 
akan dilipatgandakan. Kondisi ini terus berlangsung hingga terjadi 
pelunasan. Analogi dan gambaran ini menunjukkan adanya 
tambahan disebabkan karena pembayaran yang tertunda. 
b. Riba fad}l adalah pertambahan non-ganti dalam mengganti harta 
dengan harta lain yang masih sejenis tapi berbeda kualitasnya. 
2. Menurut Dwi Suwiknyo dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam, riba 
adalah kelebihan atau tambahan, kelebihan harta dalam suatu muamalah 
dengantidak ada imbalan/gantinya. Selain itu Dwi Suwiknyo juga 
menambahakan beberapa definisi riba menurut jenisnya, diantaranya 
ialah:
11
 
a. Riba al-Fad}l, adalah riba karena kelebihan, suatu kelebihan dalam 
pertukaran barang ribawi sejenis. 
b. Riba al-Jahiliyyah, adalah riba pra Islam, riba dengan sistem bayar 
atau tambah yang menunjuk pada suatu transaksi yang krediturnya 
memberikan perpanjangan waktu dengan imbalan berupa 
peningkatan jumlah uang pokok yang dihitung. 
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Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, 
(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 183-184. 
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c. Riba al-Qard}, adalah suatu manfaat/kelebihan yang disyaratkan 
terhadap seorang yang berhutang. 
Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa akad 
pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT KCS secara kasap mata terdapat 
unsur riba, yaitu riba al-Jahiliyyah/nasi’ah. Karena ada tambahan yang 
disebabkan perpanjangan waktu angsuran. 
Namun, pandangan lain dari murabahah itu sendiri. Mura>bah}ah 
merupakan salah satu jenis jual beli, jika riba yang dimaksud adalah nilai 
tambah dari uang. Jika nilai tambah dari murabahah merupakan riba, 
maka semua jual beli adalah haram. Padahal Allah swt telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pandangan 
mura>bah}ah di KSPPS BMT KCS mengandung riba itu salah. 
Kemudian mengenai pengaruh jumlah rupiah terhadap 
panjangnya waktu angsuran, di KSPPS BMT KCS tidak melakukan suatu 
kesalahan. Kalaupun memang jumlah yang dihasilkan berbeda dari yang 
6 kali cicilan, 12, dan lain sebagainya itu wajar dan tidak salah. Karena 
salah satu sistem lembaga keuangan termasuk KSPPS BMT KCS adalah 
bisnis jangka panjang. Kemampuan dan modal BMT berbeda-beda, 
sehingga perlu perputaran modal supaya BMT tetap bisa beroperasi.
12
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Sedangkan pasal 116 ayat (3), di KSPPS BMT KCS secara 
praktik sudah berjalan sesuai dengan pasal tersebut. Mura>bah}ah yang 
dijalankan KSPPS BMT KCS bersifat transparan, pihak BMT 
menyebutkan berapa harga pokok barang tersebut beserta margin-nya 
sehingga menjadi harga yang akan dibayar oleh anggota. 
Pasal 117 
Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam 
murabahah pada waktu yang telah disepakati.
13
 
Yang dimaksud dalam pasal diatas ialah kesepakatan antara kedua 
belah pihak mengenai pembayaran. Apakah menggunakan sistem tunai atau 
angsur. Jika angsur, maka terdapat kesepakatan nilai dan lamanya angsuran 
tersebut. 
Di KSPPS BMT KCS, sistem pembiayaan mura>bah}ah menggunakan 
sistem angsur. Angsuran tersebut biasanya selama 6 (enam), 12 (dua belas), 
24 (dua puluh empat) bulan. Namun, ada juga yang mengangsur hanya dalam 
sehari. Misalnya, pagi anggota melakukan akad kemudian sore harinya 
dilunasi oleh anggota tersebut. Adapun nilai angsuran tergantung pada 
lamanya anggota mengansur. Maksudnya, jumlah angsura 6 (enam bulan), 12 
(dua belas), 24 (dua puluh empat) bulan itu berbeda-beda.
14
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Pasal 118 
Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.
15
 
Tidak ada perjanjian khusus antara BMT dengan anggota, karena pada 
prinsipnya para pihak sudah saling percaya untuk melakukan akad 
pembiayaan mura>bah}ah. Misalpun ada penyalahgunaan akad maka perjanjian 
dapat dibatalkan, karena salah satu unsur jual beli adalah bebas dari garar. 
Meskipun begitu, selama ini belum ada kasus penyalahgunaan akad. 
BMT melalui survei dan observasi telah yakin dengan keputusannya memberi 
pembiayaan kepada anggota. Sehingga, kemungkinan penyalahgunaan akad 
sangat minim. Selain itu, di awal pengajuan anggotadan pihak BMT sangat 
terbuka dan anggota harus jujur saat menjelaskan penganjuannya.
16
 
Pasal 119 
Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang 
secara prinsip sudah menjadi milik penjual.
17
 (Lihat pasal 116 ayat (2)). 
Pasal 120 
Apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, 
penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli 
harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.
18
 
Dalam praktiknya, KSPPS BMT KCS telah menjalankan sesuai pasal 
tersebut. Jika anggota telah melakukan akad pembiayaan mura>bah}ah dengan 
obyek barang A, maka anggota harus melunasi barang A tersebut sebelum 
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Lihat pasal 118 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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meminta barang B. Jika sudah selesai angsuran barang A, anggota baru bisa 
melakukan akad mura>bah}ah dengan obyek barang B.19 
Pasal 121 
Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat 
menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah.
20
 
Meskipun dalam prinsipnya diperbolehkan, namun KSPPS BMT KCS 
tidak pernah meminta anggota untuk membayar uang muka (DP). Selama ini, 
anggota membayar dengan angsuran tanpa DP. Pihak BMT murni membiayai 
anggota untuk memenuhi kebutuhan jual belinya.
21
 
Pasal 122 
Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biayaa 
riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.
22
 
Pasal 123 
Apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti 
sisa kerugianyya.
23
 
Anggota yang mengajukan akad pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS 
BMT KCS tidak diminta untuk membayar uang muka (DP). Jadi, pada 
praktinya hal semacam ini tidak ada di KSPPS BMT KCS. Adapun kasus 
penolakan seperti pasal 122 diatas belum pernah terjadi. Sehingga secara 
otomatis pasal 123 juga belum pernah terjadi. BMT hanya pernah melakukan 
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kesalahan pemesanan, namun belum pernah barang yang sesuai pesanan 
kemudian secara tiba-tiba ditolak oleh anggota. 
Pasal 124 
(1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai 
atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. 
(2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam 
pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. 
 
Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat 
diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam 
penyelesaian kewajiban. 
Dalam praktiknya, sistem pembayaran akad mura>bah}ahdi KSPPS 
BMT KCS menggunakan sistem cicilan/angsuran, meskipun secara tunai pun 
dapat dilakukan, namun dalam praktiknya belum ada yang membayar dengan 
sistem tunai. Adapun lamanya cicilan sesuai kesepakatan antara anggota dan 
pihak BMT. Bisa 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) 
bulan. Setoran tiap bulan tergantung pada lamanya cicilan.
24
 Sedangkan 
keringanan cicilan yang dimaksud akan dibahas pada bagian konversi akad 
murabahah. 
C. Konversi akad Mura>bah}ah 
Pasal 125 
(1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi 
pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati. 
(2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 
kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban 
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pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/ atau pembeli yang 
mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 
(3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan 
pada kebijakan penjual.
25
 
KSPPS BMT KCS telah banyak menangani anggota yang mengalami 
kredit macet. Namun, KSPPS BMT KCS juga mempunyai solusi untuk 
mengatasinya. Diantaranya ialah dengan jalan pertama, musyawarah bersama 
antara anggota dan pihak BMT apakah anggota ingin melunasinya atau tidak. 
Kedua, jika anggota tidak mampu melunasinya apakah akan menyerahkan 
objek jaminan untuk melunasi kewajibannya. Ketiga, melakukan akad baru 
yaitu jumlah kewajiban yang tersisa tersebut dibagi lagi menjadi berapa bulan 
anggota akan melunasi dengan jumlah angsuran sesuai dengan kemampuan 
anggota yang telah disepakati. Adapun jumlah sisa kewajiban tersebut dalam 
sistem akad baru tidak ditambah maupun dikurangi.
26
 
Dalam prakteknya, KSPPS BMT KCS tidak melanggar pasal 125 ayat 
(1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, ayat (2) dan (3) dalam pasal 
tersebut terdapat kata “dapat memberikan potongan”, kata tersebut tidak 
mengandung kalimat yang mewajibkan penjual (BMT) untuk memberi 
potongan. Jadi, meskipun BMT tidak memberi potongan kepada anggota, 
BMT tidak dapat dikatakan melanggar pasal 125 ayat (2) dan (3) Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah tersebut. 
Pasal 126 
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Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi 
pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah 
disepakati dengan ketentuan: 
a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. 
c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para 
pihak.
27
 
Dengan keterangan dan analisis pada pasal sebelumnya, KSPPS BMT 
KCS telah sesuai dengan pasal 126 ini. Dalam konversi yang dilakukan 
KSPPS BMT KCS dengan anggota, pihak BMT tidak menambah serupiahpun 
pada jumlah kewajiban yang tersisa. Jumlah kewajiban yang tersisa tersebut 
kemudian dibagi sesuai dengan perpanjangan masa pembayaran yang telah 
disepakati bersama.
28
 
Misalnya, kewajiban yang tersisa adalah Rp. 5.000.000,00 dan dalam 
kesepakatan konversi anggota menyanggupi untuk melunasi dalam jangka 
waktu enam bulan, maka jumlah (Rp. 5.000.000,00) tersebut dibagi enam 
(5.000.000 : 6 = 833.000). Maka anggota wajib mengangsur Rp. 833.000 
setiap bulannya selama enam bulan kedepan kepada KSPPS BMT KCS. 
Pasal 127 
Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas 
benda yang dijualnya pada akad murabahah.
29
 
Untuk akad baru/ konversi di KSPPS BMT KCS objek jaminannya 
adalah objek jaminan pada akad sebelumnya. Tidak ada pembaruan atau 
penambahan dan pengurangan. Jadi dalam konversi ini pembeli/ anggota 
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telah menyediakan jaminan atas benda yang dibelinyanya pada akad 
mura>bah}ah.30 
Pasal 128 
Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat 
akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan 
murabahah-nya sesuai jumlah yang telah disepakati, dengan syarat yang 
bersangkutan masih prospektif.
31
 
Konversi/akad baru ini berlaku bagi anggota yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaan mura>bah}ah-nya sesuai dengan jumlah 
yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, anggota masih berkeinginan 
untuk melunasinya. Maka, terjadilah konversi ini agar anggota dapat 
melunasi kewajibannya tanpa harus menjual objek jaminan. Jadi, konversi 
berlaku bagi anggota yang mengalami kredit macet namun masih memiliki 
keinginan untuk melunasinya. Dan diwujudkan oleh pihak BMT dengan 
adanya keringanan angsuran dalam bentuk akad baru (konversi). 
Pasal 129 
Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada 
Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa 
utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek 
akad.
32
 
Selama ini, jika ada anggota yang mengalami kredit macet dan benar-
benar tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka yang dijual adalah objek 
jaminan bukan objek akad mura>bah}ah.33 Karena jika objek akadnya adalah 
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barang yang mudah habis (misalnya: beras, sembako, barang dagangan, 
bahan bangunan, dan lain-lain) maka itu akan menyulitkan bagi kedua belah 
pihak itu sendiri. Jika objek akad adalah barang-barang yang tidak habis 
dipakai maka tetap saja yang menjadi ganti pelunasan utama adalah obyek 
jaminan bukan obyek akad, obyek akad hanya sebagai opsi tambahan saja.  
Pasal 130 
Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka 
kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/ nasabah.
34
 
Pasal 131 
Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.
35
 
Melihat penjelasan pasal 129 diatas, maka pasal 130 dan 131 secara 
otomatis tidak terjadi. Namun, penulis dapat menjelaskan jika yang menjadi 
ganti pelunasan adalah obyek jaminan maka sistem pelunasannya sesuai 
dengan pasal tersebut, yaitu:
36
 
1. Jika hasil penjualan/lelang objek jaminan melebihi sisa utang, maka 
sisanya akan dikembalikan kepada anggota. 
2. Jika hasil penjualan/lelang obyek jaminan lebih kecil dari sisa utang, 
maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab anggota. Cara 
pelunasannya adalah anggota dapat menambah biaya atau harta benda 
yang dapat diperjual-belikan (misalnya: televisi, kulkas, dan lain 
sebagainya). 
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Adapun cara penjualan obyek jaminan dan/atau barang-barang 
tambahan tersebut bisa dilakukan oleh anggota sendiri atau diserahkan kepada 
pihak BMT. Jika diserahkan kepada pihak BMT maka menunggu 
diadakannya lelang untuk meelang barang-barang tersebut. BMT tidak berhak 
menjual secara langsung, karena jaminan merupakan simbol ikatan 
kepercayaan semata.
37
 
Maka, jika ada lembaga keuangan yang menjual jaminan itu salah. 
BMT tidak berhak menjual bahkan menguasai pun itu tidak benar. Masuk 
lelang, setelah itu hasil dari pelelangan digunakan untuk pelunasan sisa 
tanggungan yang harus dibayar anggota kepada pihak BMT.
38
 
Pasal 132 
Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad 
baru dengan akad ijarah al-munjahiayah bi al-tamlik, mudharabah, dan atau 
musyarakah.
39
 
Konversi yang dilakukan antara BMT dan anggota tetap menggunakan 
akad mura>bah}ah, perubahannya hanya ada pada jumlah cicilan dan 
perpanjangan waktu yang disepakati kedua belah pihak.
40
 Meskipun begitu, 
hal tersebut tidak melanggar pasal ini karena tidak ada kata yang sifatnya 
mewajibkan untuk merubah jenis akadnya. Akad lainnya merupakan opsi 
untuk melanjutkan angsuran. Misalnya, dana yang sebenarnya untuk 
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mengangsur sudah ada, tetapi dijadikan tambahan modal anggota, maka akad 
tersebut berubah menjadi musyarokah.41 
Pasal 133 
Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan 
kewaibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/ shulh, dan atau pengadilan.
42
 
Selama ini, KSPPS BMT KCS belum pernah bersengketa dengan 
anggota. adapun semua permasalahan kredit macet telah selesai dengan tiga 
jalur yang disediakan oleh pihak BMT yaitu: pertama, anggota melunasi 
tagihannya, kedua, sita objek jaminan, ketiga, konversi atau akad baru.(Lihat 
pasal 125).
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari analisis dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Akad pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
merupakan akad pembiayaan jual beli yang bersifat transparan. Terdapat 
asas keterbukaan mengenai harga suatu barang yang akan 
diperjualbelikan, mulai dari harga pokok barang, laba yang akan diambil, 
sampai harga jual barang dari pihak BMT kepada anggota. 
2. Akad pembiayaan mura>bah}ah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera 
sebagian besar sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Namun, mengenai cara pelunasan bagi anggota yang mengalami kredit 
macet tidak sesuai dengan pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara menjual obyek 
jaminan bukan obyek akad untuk menghindari resiko. Karena obyek akad 
bisa berupa barang yang mudah habis (misalnya: sembako untuk 
menambah modal usaha).  
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B. Saran 
1. Diharapkan KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera mempertahankan 
kualitasnya dalam menjalankan sistem operasionalnya supaya menjadi 
Lembaga Keuangan Syariah yang bersih dan sehat yang sesuai dengan 
syari’at Islam. 
2. Diharapkan bagi pemerintah khususnya Kementrian Agama untuk 
mengadakan revisi terhadap penyususnan pasal dan isi yang ada dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah supaya tersusun lebih dinamis dan 
sistematis. Sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca untuk 
memahaminya.  
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LAMPIRAN 
Draft Hasil Wawancara 
 
Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Setyorini selaku Manager BMT Kube 
Colomadu Sejahtera tanggal 7 Desember 2017 
Narasumber : silahkan mbak.. 
(jabat tangan) 
Pewawancara : iya bu. 
Narasumber : ini yang kemarin dari IAIN? 
Pewawancara : iya bu. 
(sambil mengeluarkan daftar pertanyaan dan alat tulis) 
Narasumber : ini apa? 
Pewawancara : ini daftar pertanyaan yang kemarin bu, sesuai yang saya kasihkan 
ke ibu kok. 
(sambil menunjukkan daftar pertanyaan) 
Narasumber : oh iya, sebentar yaa saya carikan datanya dulu. 
Pewawancara : iya bu. 
(bising) 
Narasumber : ini mbak 
(sambil menunjukkan berkas) 
Pewawancara : oiya bu, maaf sebelumnya... boleh saya rekam? 
Narasumber : oooo iya mba, silahkan nggapapa. 
(pewawancara membuka HP dan mulai merekam) 
Narasumber : untuk pertanyaan nomor satu, tentang latar belakang berdirinya 
BMT, sejarah, kemudian yang nomor tiga visi dan misi juga sudah ada. 
(sambil mengangguk-angguk pewawancara mulai mencentang satu persatu nomor 
daftar pertanyaan yang sudah sesuai dengan berkas yang ditunjukkan narasumber) 
Terus...  
Pewawancara : nomor empat bu, sistem keorganisasian. 
Narasumber : oh iya, sistem keorganisasian itu maksudnya stuktur organisasi 
kan? 
Pewawancara : iya bu. 
Narasumber : ini juga sudah ada. 
(sambil buka halaman yang isinya struktur organisasi) 
Pewawancara : oh iya bu. 
Narasumber : terus apa lagi? 
Pewawancara : ini bu, produk-produk di BMT. 
Narasumber : o iya, ini juga sudah ada. 
Kemudian produk yang menjadi unggulan di BMT... murabahah. 
Terus apa lagi itu? 
(sambil melihat daftar pertanyaan) 
Narasumber : ini bu, jumlah aset. 
Pewawancara : jumlah aset kurang lebih dua puluh M (milyar) yaaa.. yaa lebih 
sedikit lah.. jadi dua puluh m lebih dikit, tapi yaa dua puluh aja nggapapa. 
Pewawancara : jumlah nasabah bu? 
Narasumber : jumlah nasabah.. eemmmm...... nanti penyebutannya tolong 
dirubah yaaa... bukan nasabah, tapi anggota. Begitu yaa... 
Pewawancara : oooo iya bu, baik. Maaf saya lupa. 
Narasumber : ini per-dua ribu enam belas aja yaaa.. 
Pewawancara : iya bu, nggapapa. 
Narasumber : soalnya kan kalo dua ribu tujuh belas belum selesai pembukuan. 
Pewawancara : iya bu. 
Narasumber : per-dua ribu enam belas jumlah anggotanya ada empat ribuan, ini 
jelasnya ada di data ini. 
(sambil menunjuk data yang telah diambil tadi) 
Emmm berapa ini, empat ribu empat ratus delapan puluh satu orang. 
Teruss ini yang mengenai apakah BMT Kube Colomadu punya cabang, iya. Kami 
ada dua cabang yaaa... satu di tengaran. Tengaran itu Salatiga itu yaaa 
Pewawancara : ooo iya bu iya. 
Narasumber : terus yang satu lagi itu di Pengging, Boyolali. 
Pewawancara : sistem murabahah disini itu seperti apa bu? 
Narasumber : murabahah kan jual beli, jadi kita membelanjakan kebutuhan 
anggota yang telah diajukan, kemudian dari harga pokok kita tambah dengan 
margin (keuntungan yang diambil), kemudian kita membuat kesepakatan dengan 
anggota untuk mau mengangsur berapa lama dan berapa rupiah per-angsurannya. 
Jadi dalam akad ini kita tidak memiliki patokan atau list yang kaya lembaga 
kuangan lainnya itu. Kan biasanya ada tuh lembaga keuangan, baik pegadaian 
atau BPR, dan lain sebagainya itu punya list kalo pembiayaan segini kalo enam 
bulan, dua belas bulan atau sebagainya itu berapa angsurannya. Nah, kalau di 
tempat kita ngga ada. Jadi murni dari kesepakatan anatara pihak BMT dan 
anggota. Nahhh dalam akad nanti anggota juga boleh menawar. Jadi, misal kita 
beli barangnya tujuh juta, terus kita jualnya delapan setengah juta, kalau anggota 
tidak setuju yaaa boleh menawar. 
Pewawancara : oooohhhh jadi boleh menawar ya bu. 
Narasumber : iya, jadi kita murni kesepakatan, kalau anggota merasa keberatan 
yaaa silahkan boleh menawar gimana enaknya. 
Pewawancara : jadi, misal kita sebagai BMT nihhh... ada anggota mau laptop. 
Nahhh kita beli seharga empat setengah juta, terus kita menambah margin 
sebanyak lima ratus ribu rupiah. Jadi kita kasih nihhh ke anggota laptop dengan 
harga lima juta, ehhhh ternyata anggota tidak setuju, berarti boleh minta potongan 
atau istilahnya kita ngenyang tadi? 
Narasumber : iya, begitu. 
Pewawancara : terus ini bu... mekanisme akad pembiayaan murabahah, 
bagaimana bu? 
Narasumber : ini maksudnya gimana ini, saya belum paham. 
Pewawancara : maksudnya itu bu, apa namanya.. emmm... prosedur dari anggota 
ini mengajukan pembiayaan sampai mendapat produk pembiayaan murabahah itu 
sendiri. 
Narasumber : oooohhhh... jadi calon anggota ini mengajukan permohonan, 
kemudian melengkapi berkas-berkas ke CS (Custumer Service), kemudian kami 
tanya butuh dana berapa, untuk apa, atau keperluannya untuk apa. Jadi harus jelas, 
misal untuk beli motor yaa harus beli motor, kulkas ya kulkas, atau kebutuhan 
untuk menambah modal usaha ya harus jelas juga. Jadi dari pihak kami ada yang 
survei, namanya tim surveyer . nahhh.... nanti tim kami tersebut mensurvey, 
meneliti, kemudian di musyawarahkan apakah calon anggota ini layak atau bisa 
mendapatkan pembiayaan murabahah atau tidak. Setelah itu, kalau anggota ini 
bisa mendapatkan pembiayaan murabahah, kemudian mengisi form seperti ini... 
sebentar coba tak carikan dulu... 
(hening) 
Nahhh... ini dia. 
(sambil memberikan form produk murabahah) 
Nahhh, disini terjadilah akad. Antara calon anggota dengan pihak kami 
bermusyawarah tentang akadnya gimana. Kemudian kami memberi dana unuk 
keperluan anggota untuk dibelanjakan. Ooo iya, kami sistemnya bil wakalah 
yaaa... jadi murabahah bil wakalah. Kan ada tuh di murabahah sistem seperti itu. 
Pewawancara : ooo iya iya... berarti ngga harus untuk usaha ya bu... keperluan 
rumah tangga juga bisa, misal motor, kulkas, dan lain sebagainya itu. 
Narasumber : iyaaa, tapi kalo toko klontong, kami agak sulit, soalnya kan 
barangnya gitu.. macam-macam dan jumlahnya juga nggaaaa itu yaaa. 
Pewawancara : ooo iya iya bu. Lalu mengenai ini bu 
(sambil menunjuk tulisan pewawancara) 
Tadi kan ibu bilang kalo habis pengajuan, calon anggota harus melengkapi berkas. 
Nahhhh... berkasnya itu apa saja bu? 
Narasumber : oooo lha ini sudah ada. 
(sambil menunjuk form penganujuan produk murabahah) 
Jadi, ini ada fotocopy KTP/SIM, KK, jaminan, dan lain sebagainya ini. 
Pewawancara : oooo iya iya bu. Berarti pakai jaminan ya bu. 
Narasumber : iyaaa, kan nanti misal terjadi kridit macet kan itu yang bisa jadi 
barang sitaan. Kalau BPKB ya nanti kita bisa tarik motornya, kalau sertifikat ya 
berarti rumahnyaa, gitu. 
(hening) 
Gimana, ada yang ditanyakan lagi? 
Pewawancara : o iya bu, itu jaminannya sesuai pembiayaan yang diajukan atau 
gimana bu? Misalnya, kalau motor itu jumlah pembiayaan yang bisa dicairkan itu 
segini, atau sertifikat itu segini. 
Narasumber : iya ada. Jadi, nanti kalau dilelang jumlahnya kan harus 
mencukupi. 
Pewawancara : o iya bu, kalau hasil lelang jumlahnya melebihi prestasi, apakah 
sisa hasil lelang dikembalikan ke anggota atau gimana bu? 
Narasumber : iya kami kembalikan ke anggota, tapi kalau kurang yaa anggota 
juga harus nambah untuk membayar prestasinya. Jadi, jumlah harus sesuai dengan 
prestasi yang masih tersisa itu tadi. Kalau lebih kami kembalikan, kalau kurang 
anggota juga harus menggantinya. Entah nanti pake televisi, atau apa yang bisa 
mencukupi. 
Pewawancara : sistem penyelesaian sengketa selain sita jaminan, apa saja bu? 
Narasumber : jadi, sebelum itu kita ada prosedurnya. Ada tiga pilihan, yaitu: 
pertama, anggota diberi pilihan untuk melunasi atau tidak. Jika tidak, maka kedua, 
apakah akan melakukan akad baru, entah itu musyarokah, qard, dan lain 
sebagainya. Yang jelas bukan murabahah lagi lho yaaaa. Atau yang ketiga, sita 
jaminan. 
Pewawancara : ada syarat khusus ngga bu agar bisa jadi anggota, maksudnya 
untuk bisa mendapatkan pembiayaan di BMT Kube Colomadu? 
Narasumber : maksudnya syarat khusus yang gimana? 
Pewawancara : yaaa mungkin harus Islam, atau yang penghasilannya sekian... 
Narasumber : ohhh kita tidak ada syarat khusus, yang penting jelas butuhnya 
apa, terus hasil penelitian dan observasi objek sengketa memadahi. Ngga harus 
Islam juga, kita juga banyak melakukan akad dengan anggota yang non-muslim. 
Yang penting sesuai dengan 5 c. Tau kan 5 c? 
Pewawancara : ooo iya bu, yang caracter, dan lain sebagainya. 
Narasumber : iya itu. Jadi yang penting sesuai dengan itu, siapa saja boleh jadi 
anggota. 
Pewawancara : tapi ada batasan harus mengajukan pembiayaan berapa rupiah bu? 
Narasumber : ya ada,tergantung jaminannya. 
Pewawancara : jadi misal motor nih bisanya Cuma sekian juta, mobil maksimal 
sekian jua, sertifikat rumah sekian juta. 
Narasumber : iya harus begitu, jadi misal anggota melakukan prestasi barang 
sitaan mencukupi nilainya. 
Pewawancara : pernah ngga bu ada yang mengalami kridit macet? 
Narasumber : oooo ya pasti pernah, banyak malah.. namanya lembaga keuangan 
pasti pernah mengalami dimana anggotanya tidak bisa membayar angsuran yang 
seharusnya. 
Pewawancara : lha terus gimana bu itu? 
Narasumber : tadi, kan kita punya tiga pilihan itu tadi. 
Pewawancara : sudah pernah sita jaminan juga bu? 
Narasumber : iya pernah, bahkan lelang juga sering. Yaaa kalo BPKB berarti 
motornya yang kita sita, sertifikat ya berarti rumahnya yang kita sita, lalu 
diadakan pelelangan itu.  
Pewawancara : pernah sampai meja hijau tidak bu? 
Narasumber : belum, kita belum pernah nerperkara sampai ke pengadilan. 
Semua selesai melalui tiga pilihan itu. 
(bising) 
Narasumber: ada yang ditanyakan lagi? 
Pewawancara : nanti kalau misal eeee apa itu namanya, eeeee mungkin kurang-
kurang data atau kurang-kurang paham bisa ditanyakan lagi ya bu? 
Narasumber : ooo iya bisa.  
Ini tak carikan datanya dulu yaaa saya belum paham yang berapa jumlah aset 
murabahah. 
Pewawancara : iya bu. 
(bising) 
Narasumber : tolong ini dicatat saja yaaa 
Pewawancara : yang mana bu. 
Narasumber : ini jumlah anggota 775 orang (murabahah) 
Pewawancara : itu bu, mau tanya lagi bu. Belum paham yang mekanisme 
prosedur dari pengajuan, sampai keputusan, eeee mau di acc atau enggaknya 
sampai realisasi dananya. 
Narasumber : anggota melakukan pengajuan, kan berkas masuk ke CS, terus 
nanti disampaikan ke bagian pembiayaan, nahhhh bagian pembiayaan nanti 
melakukan survei, surveiiii macem-macem yaaa termasuk jaminannya juga, terus 
hasil survei masuk ke rapat komite pembiayaan, nahhh dari rapat komite 
pembiayaan nanti dibahas hasil survei itu eeee bagaimana, terus eeee setelah itu 
baru di acc. Misalnya ini... (sambil menunjukkan contoh data pengajuan 
murabahah) pengajuannya tujuh juta, nahhh ternyata motor yang di dapat itu 
harganya cuma enam juta, yang di acc disini yaaa enam juta. 
Pewawancara : ini bil wakalah juga bu? 
Narasumber : iya. 
Pewawancara : bil wakalah berartiiii dari yang nyari motornya berarti anggota? 
Narasumber : he’e anggota, kan nyari sesuai dengan yang dia mau, ohhh 
ternyata akhirnya cuman  enam juta, ohhh yasudah enam juta ini nanti BMT 
ngambil  margin kan disini ada yaaa sekiann sehingga harga jualnya jadi sekian, 
lha diangsur selama dua belas bulan, nanti angsurannya hasilnya segini. 
Pewawancara : ohh iyaa. 
Narasumber : nanti kalau terlambat ada infak keterlambatan, ada biaya 
penagihan, sampai disini ada biaya....., jaminannya apa, wanprestasi jaminannya 
dijual, kalu sisa bagaimana didiskusikan. 
Pewawancara : lha yang enam juta tadi itu, si anggota ngasih nota ke BMT atau 
... 
Narasumber : huuh 
Pewawancara : berarti, si anggota cari motor, kemudian ketemu harganya enam 
juta, ada kwitansi kemudian  ke BMT ngasih kwitansinya. Kemudian dari pihak 
BMT memberi uang ke anggota atau ke pihak ketiga? 
Narasumber : memberi uang ke anggota kemudian dibayarkan ke pihak ketiga. 
Pewawancara : emmmm oiya bu, rukun dan syaratnya gimana? 
Narasumber : ini. 
(sambil menunjuk berkas contoh pembiayaan murabahah) 
Kan disini harus ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada harga, ada 
akadnya. 
Pewawancara : eeeee yang prosedur konversi bu, tadi lho yang akad baru itu lho  
bu. Yang tadi kan mungkin eeee si anggota eeee kriditnya macet, kemudian kan 
ada tiga pilihan yang tadi, mau apa tadi lupa.. 
(tertawa kecil bersama) 
Narasumber : mau dilunasi... 
Pewawancara : iya, mau dilunasi, atau objeknya dijual.. 
Narasumber : jaminannya. 
Pewawancara : aaa iya jaminannya dijual, atau konversi itu tadi atau akad baru. 
Kalau yang akad baru ini eee persyaratannya gimana bu? 
Narasumber : nanti kita lihat wanprestasinya itu karena apa kan ada penelitian 
disitu, kalau memang karena kondisi ekonomi atau memang orangnya sakit, 
kemudian penghasilan tidak ada, nanti kita membuat akad sesuai dengan yang 
sisanya saja, sisa dari prestasinya berapa, nanti kita beri waktu apabila ingin 
melunasinya. Kalau misalnya, kadang orang itu kan ada yang manajemen 
keuangannya kurang bagus, jane ada uang tapi diputerke sik, jadi dia kan ada 
usaha disana, nanti kita bisa pakai akad musyarokah. Jadi yang sebenarnya untuk 
angsuran tapi dia pakai untuk modal. Tapi ada macam-macam pilihan sih. 
Pewawancara : jadi, akad barunya nanti bisa musyarokah, atau apaa gitu yaaa 
Narasumber : iya, bisa qardh, eeee yang jelas bukan murabahah lagi. 
Pewawancara : eeee kalau yang itu bu, apa, eeee yang melelang itu tadi eee  
Narasumber : jaminan? 
Pewawancara : iya jaminan, nahhh itu prosesnya gimana bu? 
Narasumber : itu ada penagihan satu, dua, tiga itu tadi yaaa kemudian 
pemberitahuan kepada anggota untuk penarikan (sita jaminan), nanti terserah dia 
mau dijual sendiri atau diserahkan ke BMT. 
Pewawancara : ohhh gitu. 
Narasumber : kalau diserahkan ke  BMT yaaa misalnya sisa ya dikembalikan, 
tapi kalau kurang yaa ditambahi agar bisa lunas, mungkin bisa jual harta bendanya 
yang lain. 
Pewawancara : yang pemberitahuan penatihan satu, dua, tiga ini jangkanya per 
apa bu? 
Narasumber : bulan. 
Pewawancara : berarti selama tiga bulan pemberitahuan? Misalnya dua bulan 
macet, bulan berikutnya, berikutnya, berikutnya, gitu bu? 
Narasumber : he’ehh... 
(hening) 
Pewawancara : berarti yang syarat restrukturing tadi ngga ada syarat khusus lagi 
bu, cuma kita meneliti kenapa gitu bu? 
Narasumber : iya, kita lihat sebab-sebab dari masalhnya itu apa. Tidak semerta-
merta kita eeee sita. 
Pewawancara : berarti tidak ada jaminan baru ya bu, jaminannya masih yang dulu 
bu? Atau ada jaminan yang baru. Misal, jadinya akad qard itu jaminannya masih 
jaminan pas waktu murabahah? 
Narasumber : kalau masih mencukupi ya pakai jaminan yang lama, tapi kalau 
tidal mencukupi harus ada jaminan lagi. 
Pewawancara : ohhh gitu.. 
Bu, terus disini ada ngga? Kan pembiayaan bermasalah murabahah, terus sudah 
sita jaminan, tapi jaminan disita masih kurang buat menutupi kekurangannya itu 
tadi, berarti kan belum selesai itu, itu gimana bu? 
Narasumber : yaaa itu tadi, kan disini juga ada (sambil menunjuk berkas) jika 
hasil lelang eeeee kurang yaa maka pihak kedua, jadi dari anggota harus bersedia 
disita barang atau harta bendanya sesuai dengan pembiayaannya yang kurang atau 
yang terutang. Kalau lebih maka dikembalikan kepada pihak kedua. 
Pewawancara : emmmmmmm 
Narasumber : kalau masih kurang yaaa apalagi yang bisa diambil, entah TV-
nya, kulkase... 
(tertawa kecil bersama) 
Pewawancara : berarti harus pas ya bu. 
Terus kalau semisal, puhak kedua atau anggotanya itu meninggal ditengah jalan 
(tertawa kecil bersama) terus angsurannya gimana? 
Narasumber : diwariskan. 
Pewawancara : diwariskan? 
Narasumber : he’eh,  jadi ahli warisnya yang melunasi. Tapi kalau ikut asuransi 
yaa pihk asuransinya yang melunasi. 
Pewawancara : jadi, kalau ikut asuransi kita nagihnya ke asuransi gitu bu? 
Narasumber : he’eh. 
Pewawancara : kalau misalnya sakit parah bu? (tertawa kecil bersama) kan tadi 
misalnya meninggal, nahh kalu ini sakit parah sehingga tidak mampu lagi untuk 
melunasi? 
Narasumber : lha iya tadi, ketika kita akan menyelesaikan sengketa harus 
ditelusuri lagi penyebabnya apa? Bisa melunasi apa tidak. 
Pewawancara : kalau tidak bisa ya berarti pilihan kedua tadi sita jaminannya? 
Narasumber : iya. 
Pewawancara : ini denda ya bu yang lima belas ribu per-bulan? 
(sambil menunjuk data contoh murabahah) 
Narasumber : iya. Itu tidak masuk ke pendapatan. 
Pewawancara : terus ini masuknya kemana bu? 
Narasumber : masuknya ke sosial, baitul mal. 
(hening) 
Sementara sudah ya bu, nanti misal kurang atau belum paham nanti saya 
wawancara ibu lagi. 
Narasumber : iya silahkan boleh. 
Oiya ini difotocopy yaaa nanti kembalikan kesini 
(sambil menyoorkan berkas) 
Pewawancara : iya bu, terimakasih bu. 
Narasumber : iya sama-sama. 
Pewawancara: assalmu’alaikum. 
Narasumber : wa’alaikumsalam wr. wb. 
Hasil wawancara dengan Bapak Rohmad Arosid selaku Kabag Marketing 
BMT Kube Colomadu Sejahtera tanggal 20 Desember 2017 
Pewawancara : semuanya bil wakalah atau ada dari BMT yang sudah disediakan? 
Narasumber : kalau untuk pembiayaan murabahah, kita eee bil wakalah atau 
tidak itu tergantung dari kondisi... kondisi costumer atau keinginan customer. Ya 
kan eee macem-macem gitu looo, ada yang eeee ya mungkin apa itu eee mungkin 
yang dibeli itu jauh atau mungkin perlu waktu yang anu lahhh pasti calon 
pembelinya mungkin kita wakilkan. Untuk barang-barang tertentu yang kita bisa 
menyiapkan itu, kita langsung bisa menggunakan konsep: barang kita beli, baru 
kita jual ke nasabah, seperti itu. Contoh kaya misalnya laptop, motor, HP, atau 
mungkin peralatan rumah tangga dan sebagainya itu biasanya kita menggunakan 
konsep langsung. Tapi kalau kaya sembako jenisnya mungkin A, B, C, D 
misalnya gitu yaa ada beras, ada teh, dan lain sebagainya kita wakilkan biasanya. 
Jadi kita wakilkan, dari transaksi atau kwitansinya itu baru kita akadkan ke akad 
murabahah, seperti itu. 
Pewawancara : ohhhh, tapi dari kwitansi itu kan disini mengeluarkan biaya, itu 
biaya ke anggota atau biaya langsung ke pihak ketiga (penjual)? 
Nasabah : eeeee tekniknya seperti ini, jadi kita ada semacam teknis itu kan 
namanya teknis. Jadi kalau akad sudah ditandatangani dengan konsep wakalah 
setelah itu uang dia terima, dia yang membelikan. Terus bukti dari apa yang dia 
bli itu kan dari kwitansi itu tadi. 
Pewawancara : oooo berarti uang ke anggota, anggota baru mencari, setelah itu 
kwitansi diserahkan pihak BMT. Misal lebih berarti sisa dikembalikan, misal 
kurang yaaa BMT eeee nombok gitu ya pak? 
Narasumber : naaaa iya, tapi nanti untuk wakalah ini sudah ada eeee uangnya.  
Jadi mereka mau beli apa itu sudah ada. Contoh seperti ini, ini saya (anggota) mau 
eeee pembiayaan murabahah untuk pembelian material, material itu ada macem-
macem yaaa ada semen, ada pasir, dan lain sebagainya itu sudah dikalkulasi, 
benar ngga tu harganya sekian. Jadi dia (anggota) menyodorkan data, ini pak 
pembiayaan misalnya satu juta ini misalnya untuk pasir lima ratus, untuk semen 
itu empat ratus, yang seratus itu untuk apa ya ituu pengirimannya semacam itu. Itu 
tu sudah ada, nanti kita sesuai dengan ini (kwitansi). Biasanya dia sudah di 
(kwitansikan) di tempat penjualan. 
Pewawancara : itu biasanya langsung murni biaya dari sini, atau kadang pakai 
DP? Misal nih pak, saya sebagai anggota punya uang dua juat, tapi untuk membeli 
suatu barang itu harganya lima juta. Jadi dua juta tetap saya bayarkan sebagai DP 
(DP) plus sisanya dari sini untuk membeli barang tersebut, atau semuanya itu 
murni dari sini? 
Narasumber : kalau murabahah, itu kan murni. Murabahah itu apa yang dia beli 
nilainya berapa ya kita kasih sesuai dengan harga tersebut. seperti itu, nah itu 
murabahah. Kalau yang namaya pinjaman murabahah itu ya kita 
membelikan/membiayai besarnya yang dia beli. 
Pewawancara : tapi eeee keuntungan itu sesuai kesepakatan kan pak? Kemarin bu 
wahyu bilangnya seperti itu. 
Narasumber : aaaa iya. 
Pewawancara : kemarin bu Wahyu bilangnya seperti itu. Tapi, ada nilai limitnya 
tidak pak? Eeee misal ini pasir harganya lima ratus, eee kita tu matok atau 
maksudnya eee apa yaaa kita ambil bathi itu misal harus seratus ribu atau berapa 
tapi, anggotanya ini tidak setuju mungkin mintanya lima puluh ribu, misalkan... 
itu, nah, dari keuntungan seratus ribu atau berapa itu ada nilai limitnya nggak? 
Narasumber : ada, nilai limitnya itu ada. 
Pewawancara : biasanya perhitungannya dari?  
Narasumber :  
Narasumber : perhitungannya itu.... 
Pewawancara : sesuai perkiraan atau apa? 
Narasumber : kalauu....  
(tertawa kecil bersama) 
Narasumber : jadi kita itu gini yaaa kita itu BMT, BMT disini kan sebagai 
modal yaaa, kita mau jual berapa itu sudah kita perhitungkan sesuai modal itu. 
Nanti kalau ada customer yang menanyakan itu intuk’e ko ngendi? 
“(perhitungannya itu dari mana)”, kan eeeee nilai limit itu yaaa sudah kita 
perhitungkan dari sisi berapa lama dia mengangsur, berapa setoran tiap dia 
mengangsur, nanti itu dari situ. Nahhh besarnya itu yaaa saya kalau itu tidak bisa 
dijawab, eee yang jelas saya dari harga pokok itu mengambil keuntungan, 
mengambil keuntungan itu sekian misalnya. Keuntungan itu suatu yang umum, 
misalnya kemarin tu ada yang menawar yaa kita kasih. Kalau ngga sepakat yaa 
tidak terjadi transaksi, kalau tidak jadi transaksi kan berarti tidak ada kad. Kalau 
panjenengan tanya itu nilai (margin) kok segitu cara menghitungnya dari mana, 
BMT pasti beda-beda... piye ngono kwi paham ora?. “gimana seperti itu paham 
tidak?”. 
Pewawancara : gini pak, misal kaya orang pasar gitu jual pakaian kan misal 
harganya delapan puluh ribu, nah, dia itu matok keuntungan lima atau sepuluh 
ribu, jadi ditawarlah berapa asal jangan sampai dibawah delpan lima atau 
sembilan puluh ribu itu tadi, seperti itu lho pak. 
Narasumber : yaa sama, seperti itu, misalnya ini yaaa misalnya HP ini (sambil 
mengankat HP), HP ini kan harganya empat juta terus saya jual dengan harga eee 
empat setengah, eeee lhaa limit saya itu yaa paling untuk sekelas HP kaya aku 
yaaa miduk-miduk (turun harga) empat juta dua ratus, empat dua lima puluh... 
sistemnya jual beli ya seperti itu. 
Pewawancara : ooo berarti, eee dari patoka delapan lima puluh atau sembilan 
puluh ini dari tergantung barangnya? 
Narasumber : iya, tergantung nilai barangnya. 
Pewawancara : ada nggak pak, anggota yang sudah melakukan akad murabahah 
untuk barang A, kemudian dia ingin mengajukan lagi untuk barang B, padahal 
barang A belum selesai, misal tinggal dua bulan atau nilai rupiahnya tinggal 
sedikit, berapa ratus gitu lahh. 
Narasumber : barang A, belum selesai dia udah minta lagi barang B? 
Pewawancara : he’eh.. 
Narasumber : eeee kita tidak ada semacam itu, jadi konsep akad murabahah ini, 
eee ya itu dilunasi dulu, baru boleh akad untuk barang B. Nanti masalahnya gini 
yaaa sebernya itu kan eeee antara riil dan praktk, atau teori dan praktik itu kan 
kadang beda jauh, kalau disini saya tetep kokoh konsep apa adanya.. ini yaaa 
untuk pembiayaan A katakanlah kurang dua ratus ribu, dia mau mengajukan 
pembiayaan barang B, aaaa dia katakanlah tujuh ratus atau satu setengah lah yaaa 
ini ni (sambil menunjuk coretan huruf A) di tutup dulu ini... nanti pinjam ini, 
sebagian nggo nutup ini (nunjuk huruf B kemudian A) ini salah, kesalahan sistem 
akadnya disitu, kalau saya ngga, ngga bisa itu... yo iki tutupen sek (yaaa ini 
tutuplah dulu), baru pembiayaan kesini (B). Semacam itu. 
Pewawancara : eeeee ooo yaaa ada yang pernah cancel barang ngga pak? 
Narasumber : cancel barang piye makdsude? (cancel barang gimana 
maksudnya?) 
Pewawancara : misal anggota sudah pesan barang A, pihak BMT juga sudah 
membelanjakan barang tersebut, tapi... tiba-tiba anggota membatalkan dalam 
artian tidak jadi pesan barang A tadi. 
Narasumber : kalau semacam itu kebetulan belum pernah, karena untuk 
pembatalan itu nanti ada beberapa..... kalau salah ini, jadi... salah pesen saya 
pernah, jadi misalnya orang pesen A ya tooo, motor yaa klasifikasinya ini, tapi 
yang datang tu bukan itu, yaaa kita tukar lagi, tapi kalau pembatalan selama ini 
belum pernah ya mbak... tapi mbatalke dalam arti yang tidak jadi itu banyak, gitu 
lhooo.. nah jadi gini lhoooo... “ pak saya mau rencana mengajukan ini” tapi baru 
rencana, belum cair.. 
Pewawancara : ohhh baru pengajuan pak? 
Narasumber : iyaa, kalau acc kan “yauda mbak, ini kita akadkan besok, bla bla 
bla...” tapi kalau sudah transaksi, kan pertanyaanya ini transaksi lho yaaa 
Pewawancara : he’eh.. 
Narasumber : nahhh kalau transaksi kemudian mbatalke kebetulan kita belum 
pernah. 
Pewawancara : berarti sini tergantung pesanan? 
Narasumber : he? Iyaaa tergantung pesannya apa, baru kita cari, kalau udah 
transaksi ya itu resiko yang beli, kalau saya sudah transaksi sudah tak bayar 
jeprettt kemudian dia mbatalke, yaaa kita lihat bagaimana pembatalannya, 
bagaimana-bagaimananya kita bisa carikan solusinya. Karena alasan pembatalan 
itu pasti ada. Kecuali sebelum transaksi itu banyak. Sebelum transaksi lho yaaa, 
jadi sebelum acc tinggal tanda tangan akad aja dia ngga jadi. 
Pewawancara : berarti sebelum penandatanganan? 
Narasumber : he’ehh 
Pewawancara : berati disini murabahahnya semuanya dengan pesanan ya pak yaa, 
ngga ada yang tanpa pesanan?  Kan murabahah itu ada yang dengan pesanan ada 
yang tidak, kalau misalnya tanpa pesanan itu kan dari BMT sudah menyediakan 
barang misalnya, laptop, dan lain sebagainya. 
Narasumber : oooo murabahah bil salam? Ada sini ada juga salam. Banyak itu, 
katakanlah mesin apa...  
Pewawancara : terus kemarin kan ada pak, kalau penyelesaian sengketa disini kan 
setelah peringatan 1,2,3 baru tahap 1. Mau melunasi, 2. Sita jaminan, 3. 
Konversi/akad baru... pernah tidak pak yang sampai tidak bisa terselesaikan 
dengan jalan tersebut, jadi katakanlah bersengketa gitu. 
Narasumber : oooo alhamdulillah selama ini belum pernah yang sampai 
bersengketa, semua selesai dengan jalan tersebut. 
Pewawancara : ooo jadi fiks selesai dengan pilihan itu ya pak? 
Narasumber : iya, alhamdulillah. 
Pewawancara : oiya, ada reward ngga pak, buat yang bayar tepat waktu, atau 
mungkin lunas sebelum jatuh tempo? 
Narasumber : kalau untuk yang pelunasan tepat waktu itu belum ada, tapi untuk 
reward atau potongan yaa untuk yang belum tepat waktu (sebelum jatuh tempo) 
itu ada. Jadi gini, misale untuk pembiyaan, jadi gini yaaa pemahamannya itu, tau 
ngga.. misal harga pokok lima juta, margin satu juta, ini tolong dikotak’i yaaa jadi 
sendiri-sendiri.... total kan berarti enam juta, nah ini diangsur dua belas bulan 
misalnya...pada bulan ke tujuh lima juta ini sudah tertutup, terus bulan ke delapan 
lunas enam juta, nah ini kita biasanya memberikan potongan (margin) sebagai 
reward. 
Pewawancara : berarti dapet potongan? 
Narasumber : he’e potongan. Soale kan biarpun secara akad kita berhak, kan 
kita udah sepakat harga jualnya, dalam berapa bulan itu mau di angsur segini. 
Tapi dalam praktik kita tidak seperti itu, nanti tatap ada potongan. 
Pewawancara : kalau misal yang kurang mampu untuk melunasi itu ada potongan 
ngga pak, atau tetep langsung akad baru? 
Narasumber : kurang mampu, berarti ini kasusnya kemacetan? 
Pewawancara : iya kemacetan pak. 
Narasumber : macet itu, khusus untuk murabahah, disini kan ada yang namanya 
jaminan, jadi jaminan itu fungsinya sebenarnya bukan untuk barang pelunas 
ketika terjadi kemacetan itu bukan. Jaminan itu hanya sebatas ikatan kepercayaan 
aja sebenarnya. Ikatan kepercayaan dari customer kepada pihak BMT. Jadi kamu 
mau memahami jaminan dulu ya, jadi jaminan jangan dipahami sebagai alat atau 
barang yang bisa digunakan untuk mengeksekusi ketika terjadi kemacetan, itu 
pemahaman yang salah. Maka, sistem jaminan itu yang namanaya bank, koperasi, 
BMT itu bukan lembaga yang bisa menjual jaminan, itu kuncinya. Kalau ada 
lembaga keuangan yang bisa menjual barang jaminan itu salah. Misal jaminan itu 
berbentuk tanah ya misalnya dalam bentuk sertifikat, itu kalau bentuk 
pengikatannya di notaris hanya berbentuk SMPHT, SKMHT itu singkatan dari 
Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan, jadi kita sebenarnya Cuma eeee tidak 
berhak menjual, menguasai pun itu tidak benar, itu hanya sebatas ikatan 
kepercayaan aja. Lalu bagaimana ketika terjadi kredit macet? Apakah bisa 
jaminan itu digunakan untuk pelunasan? Prinsipnya bisa, selama ada kesepakatan 
bersama,. Kalau kita mau masuk ke ranah hukum jaminan itu bisa di jadikan 
katakanlah di eksekusi untuk melunasi itu dengan cara lelang dulu. Jadi kita tidak 
berhak menjual itu, itu salah. Masuk lelang, baru dapat dari itu berapa untuk 
pelunasan itu tadi. Lha untuk kasus kredit macet ini, kan nanti kita klasifikasikan 
kemacetannya itu tingkatannya apa, permasalahannya itu apa, semacam itu. 
Tergantung permasalahannya dulu, kalau memang dia bener-bener uda tidak 
mampu, ngga ada duit semacam itu, ya nanti kita tawarkan untuk pelunasan. Atau 
mungkin dia masih mampu, nanti kita bisa mengadakan akad baru untuk biar 
semampunya dia berapa. 
Pewawancara : berarti di akad baru itu ada potongan atau tetap segitu jumlahnya 
kemudian jadi akad baru misalnya musyarakah nanti perhitungannya bagaimana? 
Narasumber : kalau akad baru, tidak bisa dialihkan ke akad yang lainnya. 
Selama ini yang kita pahami dari MUI semacam itu. Dan beberapa fatwa di DSN 
juga seperti itu. Jadi, kalau murabahah ya tetap murabahah. Lha nanti tergantung, 
misalkan dia sudah bayar lima, terus kurang lima, ya nanti sebesar pokoknya 
berapa yang belum terbayar tidak boleh ditambah lagi. 
Pewawancara : jadi tetep lima ini? Cuma yang harusnya tinggal dua bulan tinggal 
lima juta, jadi dua belas bulan dengan jumlah lima juta itu tadi? 
Narasumber : iya, nilainya itu tidak boleh ditambahi. Meskipun disisi lain kita 
rugi waktu kan otomatis, ya itu sebagai resiko BMT.  
Pewawancara : ada tidak anggota ambil akad murabahah tapi pembayarannya 
tunai? 
Narasumber : tunai otomatis tidak ada, kita kan jasanya, orang kesini itu kan 
bukan untuk membeli, tapi memanfaatnkan jasa kita (karena kurang biaya). Kita 
itu batas angsuran tidak ada nilai minimal. Orang pinjamya hari ini jam 11, jam 3 
sore dikembalikan nggapapa, besok, dua hari, tiga hari itu terserah. Lha nanti 
lamanya waktu itu kita mengambil keuntungan. Semakin lama, kemungkinan 
keuntungan itu semakin tinggi. Karena cost nya kita tiap bulan bukan langsung. 
Kadang hal semacam itu yang jadi masalah, lho ini kok marginnya tiggi sekali, 
lha ini kan temponya panjang. Misal pendek ya engga. Ini 6 bulan, 12 bulan, 24 
bulan, 36 bulan, itu beda lagi ngga sama. 
Pewawancara : sementara itu ya pak? 
Narasumber : udah, apa yang bikin bingung? 
Pewawancara : ngga bingung pak, memang tinggal itu pertanyaanya karena 
melanjutkan kemarin yang kurang. 
Narasumber : (cerita contoh-contoh) 
Pewawancara : kalau riba menurut BMT itu gimana pak? 
Narasumber : riba itu kan konsepnya teori kan nilai lebih dari uang kan? Kalau 
menurut saya riba itu bukan semata-mata nilai lebih dari uang, kalau nilai lebih 
dari uang, jual beli berarti riba semua. Bahkan ada, yang namanya jual beli itu 
luas banget. Misalkan saya punya sesuatu apa lah beli Cuma 1juta, tapi karena 
orang yang mau beli itu suka saya jual 10juta, apakah ini riba? Banyak lho barang 
antik yang sistem jualnya seperti itu, aslinya Cuma 1juta tapi karena dia suka jadi 
dijual 10juta. Maknya menurut saya, yang tidak diperbolehkan itu kan jual beli 
uang. Cut... itu tidak boleh. Makanya disini ada produk pembiayaan dan produk 
peminjaman. Pinjaman itu kita tidak boleh minta biaya admi istrasi itu tidak 
boleh. Bahkan meminta... namanya pinjaman itu tidak ada yang namanya jasa, 
keuntungan, dan lain sebgainya. Jadi Cuma pinjam seribu ya balikin seribu. 
Peawawancara : berarti konsumtif ya pak? 
Narasumber : ya makanya, kalau kita menamai pinjaman itu yang sifatnya 
konsumtif dan dalam keadaan darurat. Misalnya ada orang sakit ngga punya duit, 
biarpun sebenarnya saya mau narik ke pembiayaan itu bisa, bisa ngga? Aku mau 
ke dokter, aku mau menggunakan jasa dokter bisa, buat beli obat bisa, misalnya 
dia sampai opnamenya juga bisa. Berarti tinggal lihat kondisinya, jika dia yidak 
mampu maka kita akan pinjamkan. Tapi kalau kita berbicara tentang keuntungan, 
misalnya jual beli itu kan termasuk keuntungan itu kan bisa gitu lho. Kalau ini 
(menunjuk coret-coret contoh jual beli beserta jumlah margin) kok dinilai dhuwur 
men terus ukurane opo? “kok tinggi sekali ukurannya pakai apa?”. Ukuran riba 
itu dimana? Saya kan tidak menjual uang, menjual barang. Kalau dia mau ya 
silahkan saja kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Beda kalau saya pinjam uang 
kemudian ada tambahannya. Sistem kita kan bisnis jangka panjang, makanya saya 
katakan 12, 24, bahkan satu jam itu beda. Kalau njenengan tanya ukuran, ukuran 
saya ya saya tidak bisa mengungkapkan itu karena kemampuan modal BMT itu 
kan macam-macam. Contoh paling gampang ya, saya punya uang, njenengan 
datang ke saya “mas saya mau pinjam uang buat beli ini”, misal sejuta terus saya 
minta keuntungan lima ribu, tetapi, misal aku ounya uang tapi itu uangnya 
temanku, mungkin saya akan ambil lebih dari kima ribu karena saya juga punya 
kewajiban untuk memberi keuntungan kepada temanku tadi. Pemahaman paling 
minim bisnis keuangan itu seperti itu. Kadi, menurut saya riba itu tambahanyang 
mengandung kemudharatan. Makanya Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba, akhalallahul bai’a wa kharromar riba. Terus jual beli itu 
seperti apa? Ya seperti yang Rasul lakukan jujur apa adanya. Iki lho aku kulaan 
semene terus aku njupuk keuntungan semene “ini lho saya beli segini dan saya 
ambil keuntungan segini” iki lho barange elek, cacat dan sebagainya. (jujur). 
Pewawancara : sebenarnya saya berfikir bukan masalah riba saja yaa.. seperti 
swalayan, kan keuntungannya itu pakai persen, misal tujuh ribu ditambah 
keuntungan berapa persen menjadi tujuh ribu tujuh ratus lima puluh. Nah, di BMT 
itu keuntungan rata-rata yang diambil itu perhitungannya bagaimana?  
Narasumber : nahhhh ini, kalau saya berbicara persen nanti dikira riba. Kalau 
saya itu melayani customer tergantung pemahaman tentang agamanya. Kalau dia 
seperti orang fanatik agama saya ya pakainya bahsa-bahsa syar’i, kalau dia orang 
biasa-biasa saja saya ya mengikuti bahasa dia. Tapi rata-rata kami menghitung 
keuntungan antara 2% sampai 1,8%. 
(ngobrol basa-basi sambil pemotretan) 
Pewawancara : nanti  misal ada yang kurang boleh tanya-tanya lagi ya pak. 
Narasumber : iya silahkan, santai saja. 
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